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RINGKASAN

Penyaluran modal dalam bentuk fasilitas kredit oleh kreditur (bank)
membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya
modal tersebut kepada kreditur. Dengan adanya jaminan tersebut, maka apabila
terjadi kredit macet, kreditur mendapat penggantian dari penjualan lelang atas
barang jaminan. Lembaga jaminan yang sering digunakan dalam praktek
perbankan adalah jaminan kebendaan yang dikenal dalam praktek adalah hak
tanggungan untuk barang tidak bergerak berupa tanah sedangkan gadai dan
fidusia digunakan untuk benda bergerak. Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul
karena kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan yang tidak mengharuskan
syarat penguasaan barang jaminan dalam tangan pemberi kredit.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, pelaksanaan perjanjian pembebanan
jaminan fidusia dan eksekusi terhadap barang jaminan jika terjadi kredit macet.

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis
normatif, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan
dan dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Bahwa bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap barang
dagangan adalah perjanjian standar (standard contract). Perjanjian standar ini sah
dengan adanya suatu doktrin yang menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya
perjanjian itu dianggap mengetahui, memahami dan menyetujui isi dari perjanjian
tersebut. Jaminan Fidusia yang digunakan dalam perjanjian kredit, dengan adanya
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia harus
didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tujuan pendaftaran fidusia ini agar
penerima fidusia mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti yang kuat
sebaga1 suatu akta otentik. Sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat digunakan
penerima fidusia untuk menuntut pemberi fidusia apabila ingkar janji
(wanprestasi). Penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan
fidusia seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia.

Xil
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PENDAHULUAN—- .

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini bertujuan untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat agar tercapai cita-cita luhur yaitu negara adil
dan makmur. Di dalam pembangunan ini diharapkan agar pembangunan ekonomi
dapat menunjang pembangunan sektor lain, antara lain adalah bidang hukum.
Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian untuk mengimbangi
perkembangan dalam bidang ekonomi adalah hukum jaminan. Hukum jaminan
senantiasa berkaitan dengan hukum ekonomi (economic law), karena
perkembangan di bidang ekonomi, terutama pada sektor industri, perseroan,
pengangkutan dan lain-lain, membutuhkan adanya modal (dana). Penyediaan dana
untuk kegiatan pembangunan, oleh lembaga keuangan bank maupun bukan bank
membutuhkan adanya pengamanan bagi dana yang disalurkan.

Penyaluran dana dalam bentuk fasilitas kredit oleh kreditur (bank)
membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya dana
tersebut. Dengan adanya jaminan tersebut, maka jika debitur wanprestasi, kreditur
mendapat penggantian dari penjualan atas barang jaminan melalui lembaga
pelelangan umum (Kantor Lelang).

Disamping itu khusus bagi lembaga perbankan, sudah menjadi suatu
kelaziman bahwa dalam menyalurkan kredit bank harus mempunyai jaminan bagi
kembalinya kredit tersebut. Dalam ketentuan kredit, disamping memperhatikan
aspek ekonomi dan bisnis perbankan, bank harus memperhatikan aspek
pengamanan dari segi hukum (legal security).

Di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
dijelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya
sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung

resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas

' b UPI M”sf?t&ﬂ'
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perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian
kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting
yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank
harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,
agunan dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa jaminan (agunan)
menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan
unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur
mengembalikan hutangnya, jaminan (agunan) dapat hanya berupa barang, proyek
atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib
meminta jaminan (agunan) berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan
obyek yang dibiayai.

Lembaga jaminan yang sering digunakan daian prakick perbankan adalah
jaminan kebendaan. Lembaga jaminan kebendaan yang dikenal dalam praktek
adalah hak tanggungan untuk tanah sedangkan gadai dan fidusia digunakan untuk
benda bergerak. Lembaga jaminan fidusia banyak digunakan dalam praktek
karena cara pembebanannya mudah, cepat dan /uwes.

Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul karena kebutuhan masyarakat
akan lembaga jaminan yang tidak mengharuskan syarat penguasaan barang
jaminan dalam tangan pemberi kredit. Apabila barang yang dijaminkan debitur
adalah barang yang diperlukan dalam usaha debitur maka penguasaan barang
jaminan oleh kreditur akan menghambat kegiatan debitur dalam melanjutkan
usahanya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut sejak awal yurisprudensi
meimnbenarkan adanya lembaga janmnan fidusia dimana penyerahan hak milik atas
benda jaminan berdasarkan kepercayaan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia obyek fidusia diantaranya : benda berwujud, benda tidak
berwujud termasuk piutang, benda bergerak, benda tidak bergerak yang tidak
dapat diikat dengan hak hak tanggungan, benda persediaan dapat juga menjadi
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obyek jaminan fidusia. Salah satu bentuk benda persediaan adalah barang
dagangan, contoh dari barang dagangan antara lain : beras, gabah dan katul.

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan
yang ada, penuiis membahas hal-hal yang berkaitan tentang: “PELAKSANAAN
PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP BARANG DAGANGAN".

1.2 Ruang Lingkup
Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai
dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi ruang lingkup pembahasan

permasalahan pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

1.3 Perumusan Masalah
Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan skripsi ini, maka
dibatasi permasalahan yang hendak dikaji, sebagai berikut :
1. bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia
terhadap barang dagangan?
2. bagaimana pelaksanaan perjanjian pembebanan jaminan fidusia
terhadap barang dagangan?
3. bagaimana eksekusi terhadap barang jaminan fidusia jika terjadi kredit

macet?

1.4 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan
tujuan khusus.
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang
bersifat akademis, yaitu :
1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember.
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2. untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama
masa studi.

3. untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya
dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat
dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

L.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana proses terjadinya
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap barang dagangan.

2. untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana prosedur pembebanan
jaminan fidusia terhadap barang dagangan.

3. untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana eksekusi terhadap barang
jaminan fidusia jika terjadi kredit macet.

1.5 Metodologi

Metode penulisan adalah proses prinsip dan prosedur untuk mencari,
mendekati masalah dan mencapai suatu sasaran. Guna mendapatkan data yang
diperlukan dalam menjawab dan menganalisa permasalahan dalam penyusunan
skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :
I.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di
dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka penulis mempergunakan metode
pendekatan secara Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif dilakukan dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi
yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. (Ronny Hanitijo
Soemitro,1990:9).
L.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan
untuk memecahkan masalah yang ada. Di dalam penyusunan skripsi ini, sumber
data yang dipergunakan adalah hasil penelusuran kepustakaan terhadap data
sekunder di bidang hukum yang terdini dan :
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1.5.2.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi
beberapa sumber literatur berupa buku-buku yang berhubungan
dengan masalah yang akan dibahas, dan seminar-seminar hukum
nasional yang berkaitan dengan skripsi ini.(Ronny Hanitijo
Soemitro,1990:68).
I.5.3 Prosedur Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara studi
literatur. Studi literatur yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi
kepustakaan dilakukan dengan membaca atau mempelajari buku-buku literatur
yang tersedia di kepustakaan maupun dari buku-buku umum, peraturan
perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang dapat dijadikan landasan yang
berkenaan atau berkaitan dengan penulisan skripsi  ini.(Soerjono
Soekanto,1985:14).
1.5.4 Analisa Data
Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif
yaitu cara mengolah semua data yang ada dengan menggunakan keterangan tanpa
menggunakan angka-angka sehingga diharapkan akan tersaji data yang benar-
benar dapat mewakili pokok permasalahan yang dibahas.(Ronny Hanitijo
Soemitro,1990:168).
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BAB II —

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada tanggal 24 Agustus 2001 Mr. X yang bertempat tinggal di Jember,
Jalan Sunan Kalijogo nomor 10 mengajukan permohonan kredit kepada Bank
Mandiri untuk memperoleh pinjaman modal kerja. Setelah syarat-syarat dalam
permohonan kredit semua terpenuhi, selanjutnya bank mengadakan analisa yang
meliputi : character (kepribadian), capacity (kemampuan), capital (modal),
collateral (jaminan) dan condition of economy (kondisi ekonomi)

Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan kredit selesai
selanjutnya bank pada tanggal 12 November 2001 menyetujui permohonan
fasilitas kredit sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan
digunakan untuk tambahan modal kerja perdagangan beras, gabah dan katul
Persetujuan Bank untuk memberi pinjaman kepada debitur hanya berlaku untuk
jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 26 November 2001
sehingga akan berakhir pada tanggal 26 November 2002. Debitur wajib membayar
bunga atas pinjaman pokok pada Bank sebesar 19,0 % (sembilan belas persen) per
tahun yang dihitung setiap bulan dari saldo debet harian rekening debitur.

Perjanjian kredit ini menggunakan jaminan utama berupa jaminan fidusia
dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta
rupiah) atas obyek jaminan fidusia berupa: seluruh stok atau persediaan barang
dagangan berupa beras, gabah dan katul termasuk juga piutang dagang, baik yang
sekarang telah ada atau yang akan ada di kemudian hari dan jaminan tambahan
berupa hak tanggungan atas tanah dan bangunan yaitu sertifikat hak milik nomor
1589 dengan luas 2167 m2.

Bank sebagai penerima fidusia memberikan kuasa kepada notaris untuk
mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia. Setelah dilakukan pendaftaran di Kantor
Pendaftaran Fidusia maka dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal 5
April 2002 dengan nomor W10-0857HT.04.06. TH.2002/STD
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2.2 Dasar Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu yang

termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya dalam perjanjian kredit
dengan menggunakan jaminan fidusia maka dasar hukum yang digunakan adalah

yang bersifat perdata, maka peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

a.

Pasal 1131 :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132 :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang
masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1313 :

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1320 :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal;

Pasal 1337 :

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau

apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
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f. Pasal 1338 ayat 1 :
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.

g. Pasal 1754 :
Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan
keadaan yang sama pula.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan :

a. Pasal 1 angka 11 :
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Pasal 8 ayat 1 :
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,
Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun1999 Tentang Fidusia :

a. Pasal 1 ayat 1 :
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

b. Pasal 1 ayat 2 :
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi
Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur
lainnya.

Pasal 4 :

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok
yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu
prestasi.

. Pasal 11 ayat 1 :

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Pasal 12 ayat 1 :

Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 17 :

Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang
menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

. Pasal 27 ayat 1 :

Penarima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur
lainnya.

Pasal 27 ayat 3 :

Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya
kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28 :

Apabila atas benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1
(satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak vyang didahulukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih
dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 29 ayat 1 :

Apabila debitur atau Pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda
yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara
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a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan
Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

4. Peraturan Pemenintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
a. Pasal 2 ayat 4 :
Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 dilengkapi dengan :
a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
b. surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran
Jaminan Fidusia;
¢. bukti biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3.

2.3 Landasan Teori
Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada, maka perlu
didukung oleh landasan teori dengan tujuan memberikan kemudahan-kemudahan

di dalam memahami pengertian-pengertian yang ada.

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Mengenai pengertian perjanjian, para sarjana memberikan definisi yang
berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini :

1. Menurut Prof. Sri soedewi Masychoen, bahwa perjanjian itu  adalah suatu
perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
seorang lain atau lebih.

2. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. menyatakan bahwa suatu
perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda
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kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap
berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal,
sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

3. Menurut Prof. Subekti, SH. bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

4. Menurut K.RM.T Tirtodiningrat, SH. bahwa perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih
untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-
undang (Edy Putra Tje’ Aman, 1989:18)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dipakai istilah
perjanjian melainkan persetujuan. Hal ini tidak menjadi persoalan, sebab suatu
perjanjian disebut juga persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk
melakukan sesuatu. Jadi kedua istilah tersebut sama artinya.

Untuk lebih jelasnya bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
itu bukan menggunakan kata “perjanjian” melainkan “persetujuan”. Dalam pasal
1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu persetujuan
adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.

Dari beberapa pendapat diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa
untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak didalamnya dan sedikitnya
terdapat satu kewajiban dan satu hak.

Hukum perjanjian tidak diatur secara baku, melainkan dapat disesuaikan
dengan suara hati masing-masing para pihak, mereka dapat mengadakan
ketentuan-ketentuan sendiri, mungkin menyimpang dari ketentuan hukum
perjanjian, mungkin juga melengkapi, menambah atau mengurangi dan
sebagainya. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sifatnya Openbaar System atau sering juga
disebut menganut sistem terbuka.

Di dalam sistem terbuka sebagaimana dianut oleh hukum perjanjian

mempunyai motif dan tujuan, dimana memberikan kesempatan kepada orang yang
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cakap (pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) untuk mengadakan
atau membuat perjanjian mengenai apapun juga, maksudnya baik mengenai
perjanjian yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan
ketentuan-ketentuan lain yang lebih khusus, boleh juga mengadakan perjanjian-
perjanjian jenis baru yang sama sekali belum diatur atau belum dikenal di dalam
Undang-Undang.

Sifat peraturan hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada setiap
orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, sejauh itu tidak bertentangan dengan
Undang-Undang seperti disebutkan dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang mengatakan “suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh
Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban
umum”.

Dari penjabaran diatas maka dapat dimengerti, bahwa hukum perjanjian
mengandung asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunservanda dan
consensualisme artinya para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian
yang akan dibuatnya, dan juga mengikat para pihak yang membuatnya. (Pasal
1338 dan 1320 sub 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Selain sifat-sifat tersebut diatas, Hukum perjanjian yang diatur dalam
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga bersifat “obligator” yaitu
perjanjian yang menimbulkan “verbintenis” yakni meletakkan hak dan kewajiban
bagi para pihak.

Setelah mengetahui pengertian perjanjian, maka satu hal pokok yang harus
diketahui agar perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat adalah syarat sahnya
perjanjian. Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya
perjanjian diperlukan empat syarat. Adapun keempat syarat itu adalah :

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri.
Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat

kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin
terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi itu, pada
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dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan
menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak. Keadaan ini di jumpai
bilamana terjadi kekhilafan. Perjanjian yang timbul secara demikian dalam
beberapa hal dapat dibatalkan.
Kata sepakat mungkin pula diberikan karena penipuan, paksaan atau
kekerasan. Dalam keadaan inipun mungkin diadakan pembatalan oleh
pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
Disini orang yang cakap, yang dimaksudkan adalah mereka telah berumur
genap 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak
termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu
oleh Pengadilan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang
perempuan yang masih bersuami.

3. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikitnya macam atau jenis benda
dalam perjanjian itu sudah ditentukan, misalnya jual beli beras sebanyak 100
kilogram adalah dimungkinkan asal disebutkan macam atau jenis dan rupanya
sedangkan jual beli beras 100 kilogram tanpa disebutkan macam atau jenis,
warna dan rupanya dapat dibatalkan.
Perjanjian mengenai sesuatu barang yang akan diterima kelak (hasil panenan)
diperkenankan. Satu sama lain kalau mengenai barang-barang harus barang-
barang di dalam perdagangan.

4. Suatu sebab yang halal
Dengan syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab
yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan
ketertiban umum.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat

ini. Apabila salah satu syarat atau lebih, syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian

tersebut tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnya sebagaimana dimaksudkan

tidak terjadi pula. '
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Keempat syarat tersebut diatas dengan jelas telah disebutkan dalam pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Banyak pula sarjana yang
menggunakan istilah yang berlainan walaupun sebenarmnya maksudnya adalah
sama.

Sebenarnya keempat syarat tersebut diatas dapat dibagi kedalam dua
kelompok yaitu :

1. Syarat Subyektif
adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu atau
dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang
membuat perjanjian dimana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang
mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

2. Syarat Obyektif
adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu, ini meliputi suatu
hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Kalau dilihat akibat hukum dari kedua syarat tersebut adalah berbeda
maksudnya kalau syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat
dibatalkan, ini berarti sebelum dilakukan pembatalan tersebut perjanjian itu adalah
sah, sahnya sampai diadakannya pembatalan itu. Sedangkan apabila syarat
obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, ini berarti sejak
lahirnya perjanjian itu sudah batal atau perjanjian memang ada tapi tidak berlaku
atau dianggap tidak pernah ada.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai perjanjian kredit terlebih dahulu
akan dibahas tentang kredit. Secara etymologi, kata kredit berasal dari bahasa
Yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan. Kepercayaan ini merupukan
dasar dari setiap perikatan yaitu seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang
lain. Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran.
Maksudanya pengembalian atas penerimaan uang dan/atau suatu barang tidak

dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya
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dilakukan bersamaan pada saat menerimanya akan tetapi pengembaliannya
dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.

Ada beberapa pendapat para sarjana mengenai kredit yaitu :
1. SAVELBERG, menyatakan kredit mempunyai arti antara lain :

a. sebagai dasar dari setiap perikatan (verbentenis) dimana seseorang berhak
untuk menuntut sesuatu dari orang lain.

b. sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang
lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan
tersebut.

2. LEVY, merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :
menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara
bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak mempergunakan jumlah
pinjaman itu dikemudian hari.
3. RAYMOND. P. KENT dalam bukunya yang berjudul “money and banking”
menyatakan :
kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk
melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang, karena menyerahkan
barang-barang sekarang.
4. MOLENAAR dalam buku “krediet” mengemukakan bahwa :
kredit adalah meminjamkan benda kepada peminjam dengan kepercayaan
bahwa benda itu akan dikembalikan di kemudian hari kepada pihak yang
meminjamkan.
Berdasarkan definisi tersebut Molenaar mengembangkan jenis kredit
sebagai berikut :

a. Kredit berupa vang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk
uang.

b. Kredit berupa vang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk
barang.

c¢. Kredit berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk

barang.
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d. Kredit berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk

uang (Marhainis Abdul Hay, 1984:142).

Berkaitan dengan pendapat para sarjana mengenai definisi kredit tersebut,
maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal |1 angka 12 yang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 11
menyebutkan tentang pengertian kredit sebagai berikut : “Kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dengan ketentuan ini dapat diketahui bahwa istilah kredit memiliki arti
yang khusus, yaitu meminjamkan vang. Undang-Undang Perbankan menunjuk
perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit. Dimana
perjanjian pinjam meminjam ini diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menentukan bahwa:

“Perjanjian pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang
habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”
Dari pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, terlihat sifat
umum dari perjanjian pinjam meminjam dengan beberapa unsur yaitu :

1. Perjanjian pinjam meminjam bisa terdapat barang pada umumnya juga
termasuk uang.

2. Terjadi pada masyarakat umum dan dapat pula terjadi pada dunia perbankan.

3. Setelah dipinjam, dikembalikan kepada yang meminjamkan.

4. Boleh ditetapkan bunga, boleh tanpa bunga (Marhainis Abdul Hay, 1984:145)

Perjanjian pinjam meminjam menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata juga mengandung makna yang luas, yaitu obyeknya adalah benda yang
menghabis jika dipakai termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam

meminjam ini pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik uang yang
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dipinjam dan dikemudian hari dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak
yang meminjamkan.

Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah
satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian
kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam
meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1769 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian dalam praktek perbankan
yang modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata berbentuk
hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan
bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian
lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu
jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut. Namun demikian dalam praktek
perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam
yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidaklah sepenuhnya sama
dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan.

Dari uraian yang telah penyusun kemukakan, maka dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa didalam perjanjian kredit terkandung suatu kewajiban bagi
penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Sehingga dengan adanya
kewajiban tersebut menunjukkan kepada kita bahwa kredit itu hanya diberikan
kepada orang yang dapat dipercaya dan mampu mengembalikan uang yang
dipinjam dikemudian hari.

Menurut petunjuk Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pedoman
Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank yang terlampir pada Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret
1995, Suatu perjanjian kredit bank harus dibuat secara tertulis. Adapun bentuk dan
format perjanjian kredit ditetapkan oleh masing-masing bank dan sekurang-
kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi
kepentingan bank.
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2. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta
persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagai mana ditetapkan dalam
Keputusan Persetujuan Kredit dimaksud.

2.3.3 Pengertian Jaminan

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat istilah jaminan telah dikenal
akrab. Yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada
kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi
kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Di dalam praktek perbankan
masalah jaminan ini sangat penting sekali, terutama yang berhubungan dengan
kredit yang dilepas kepada nasabahnya.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada umumnya jenis-jenis
lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dapat
digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut
obyeknya, menurut kewenangan menguasainya. Penggolongan lembaga jaminan
tersebut sebagai berikut :

1. Jaminan yang lahir karena ditentukan Undang-Undang dan jaminan yang lahir
karena diperjanjikan.
Yang tergolong lembaga jaminan ini adalah pasal 1131 dan 1132 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa segala
kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik
yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi
tanggungan untuk segala perikatannya perorangan.
Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa
kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing
kecuali diantaranya para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan.
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Hak dari seorang kreditur untuk didahulukan pemenuhannya dari debitur atas
kreditur-kreditur yang lainnya disebut hak previlege. Sedangkan yang disebut
hak previlege adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada
kreditur yang satu diatas kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat dari
piutangnya (2001:44).

Selain hal-hal tersebut diatas, jaminan yang timbul karena ketentuan Undang-
Undang dapat dijumpai pula dengan apa yang disebut hak retensi, yang
disebut hak retensi menurut Hartono Hadi Soeprapto sebagaimana dikutip oleh
Sri Soedewi Mascjhoen Sofyan adalah hak seorang kreditur untuk menahan
benda milik debitur yang berhubungan dengan piutangnya sampai piutang
tersebut dilunasi oleh debitur (2001:44).

Lembaga jaminan yang lahir karena Perjanjian adalah jaminan yang adanya
harus diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas oleh masing-masing pihak.
Yang tergolong lembaga jaminan jenis ini adalah gadai, fidusia, hak
tanggungan.

. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang bersifat hak mutlak
atas sesuatu benda, yang ciri-cirinya mempunyai hubungan langsung atas
benda tertentu dari debitur dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga,
selalu mengikuti bendanya serta dapat dialihkan. Yang termasuk lembaga
jaminan ini adalah gadai dan hak tanggungan (2001:47).

Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang
menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat
dipertahankan terhadap kreditur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur
umumnya. Yang termasuk lembaga jaminan ini adalah borgtocht (2001:76).

. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan yang
mempunyai obyek atas benda tidak bergerak.

Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan penting sekali arti
pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jika jaminan itu berupa
benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai
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atau fidusia, sedang jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap maka dapat

dipasang seperti hak tanggungan (2001:49).

Pembedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam Hukum

Perdata mempunyai arti penting dalam hal-hal tertentu, yaitu mengenai :

a. Cara pembebanannya
Dalam hal pembebanan untuk benda-benda begerak dilakukan dengan
lembaga jaminan gadai dan fidusia sedangkan untuk benda-benda tidak
bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan hak tanggungan.

b. (Cara penyerahannya
Penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dapat dilakukan dengan
penyerahan nyata sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan
dengan balik nama, yaitu harus dilakukan penyerahan yuridis yang
bermaksud memperalihkan hak (2001:50).

4. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.
Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya pada gadai,
hak retensi. Sedang jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya adalah
hak tanggungan, fidusia (2001:57).

5. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus
Jaminan umum timbulnya dari Undang-Undang. Tanpa adanya perjanjian
yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu, para kreditur konkuren
semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh
Undang-Undang itu (2001:45).

Jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara
kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat perorangan
ataupun jaminan yang bersifat kebendaan (2001:46).

2.3.4 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa
Indonesia. Undang-Undang yang khusus mengatur tentang hal ini yaitu Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia juga menggunakan istilah
“fidusia”. Dengan demikian istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam
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dunia hukum kita. Akan tetapi kadang-kadang dalam Bahasa Indonesia untuk
fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara
Kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah
lengkapnya berupa “Fiduciare Eigendom Overdracht”

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik
yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan yang
tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima
fidusia terhadap kreditur lainnya.

Mengenai fidusia dan jaminan fidusia Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani
mengemukakan bahwa :“Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak
kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk
fidusia™ (2000,123).

Fidusia menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani berasal dari kata fides
yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum
antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan
hubangan hukum yang didasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa
penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan,
setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi
fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam
kekuasaannya (2000,113).

Secara kepercayaan artinya tidak untuk betul-betul dimiliki. Dalam hal ini
ada selisth pendapat antara para sarjana. Disatu pihak ada yang berpendapat
bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia yang dinamakan fiduciairus dengan
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penyerahan tersebut benar-benar telah menjadi pemilik dari benda jaminan dengan
hak-hak sebagaimana yang dipunyai seorang pemilik tetapi dilain pihak ada yang
berpendapat bahwa pemegang jaminan fidusia terhadap pihak ketiga
berkedudukan sebagai seorang pemilik, sedang terhadap pemberi jaminan hanya
berkedudukan sebagai seorang pemegang gadai yang tidak memegang benda
jaminan, karena para pihak memang tidak benar-benar bermaksud untuk
mengalihkan hak milik atas benda jaminan dan dalam prakteknya para pihak
mengadakan kesepakatan yang membatasi hak-hak kreditur sampai sejauh hak
seorang pemegang hak jaminan saja. Jadi hak atas barang bergarak yang berwujud
atau tidak berwujud oleh debitur diserahkan kepada bank selaku kreditur.
Penyerahan dimaksudkan bukan untuk dimiliki, melainkan penyerahan didasarkan
kekuasaan untuk jaminan pelunasan hutang, jika debitur tidak mampu
mengembalikan pinjamannya (J. Satrio, 1996:176).

Pengikatan barang melalui fidusia dimaksudkan sebagai penambah
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya,
menunjukkan bahwa keberadaan barang yang diikat secara fidusia adalah
digantungkan pada perjanjian pemberian kredit oleh bank. Oleh karena itu
pengikatan barang secara fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan
atau assessoir, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Fidusia menentukan bahwa “Jaminan fidusia merupakan perjanjian
ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk
memenuhi suatu prestasi”.

Perjanjian yang bersifat assessoir dijelaskan oleh Sri Soedewi Masjchoen
Sofwan bahwa mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan
sebagai jaminan yang bersifat assessoir yaitu senantiasa merupakan perjanjian
yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdi pada perjanjian pokok.
Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan bahwa sifat fidusia memiliki sifat
assessoir sesuai dengan sifat yang melekat pada hukum jaminan, lahir dan
berakhimya penyerahan hak milik sacara fidusia bergantung pada hutang pokok.

Konsekuensi dari perjanjian assessoir ini adalah bahwa jika perjanjian
pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak
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berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian assessoir juga
ikut menjadi batal.

Perjanjian fidusia ini menimbulkan hak preferen bagi kreditur. Hak
preferen adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu
diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan
hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. Hal
ini dinyatakan dalam pasal 27 ayat | Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Fidusia yaitu “Hak Preferensi adalah hak penerima fidusia untuk
mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia”. Sama dengan hak jaminan lainnya seperti hak tanggungan, hak
gadai begitu juga dengan fidusia diberikan hak preferen. Ketentuan ini sekaligus
menghapus keragu-raguan selama ini tentang ada tidaknya hak preferen bagi si
penerima fidusia. Hak preferen tersebut baru diperoleh penerima fidusia pada saat
didaftarkannya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di Jakarta dibawah lingkup
Departemen Kehakiman sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Kedudukan hak preferen dari penerima fidusia tidak hilang jika debitur
jatuh pailit. Hal ini dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Fidusia bahwa “Hak Preferen dari penerima fidusia tidak
hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur”. Dengan demikian jika debitur
jatuh pailit maka pihak penerima fidusialah yang terlebih dahulu menerima
pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang objek fidusia. Setelah
itu, jika ada sisa baru diberikan kepada kreditur lainnya (Munir Fuady, 2000:42).

Fidusia ulang atas benda yang sama tidak dibenarkan. Hal ini dinyatakan
dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia yaitu
pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi
obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Jadi berbeda dengan hipotik yang
memang mengenal hipotik ulang dalam bentuk hipotik pertama, hipotik kedua dan
sebagainya (Munir Fuady, 2000:42).

Dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 17 tersebut maka pasal 28
dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa jika ada lebih
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dari satu fidusia atas satu objek jaminan fidusia, maka hak preferensi diberikan
kepada yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

W UPT Purpustaica

UVERSITAS Wgzee
BAB 111 "
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Praktek
Perbankan.

Bahwa kata “kredit” mempunyai arti kepercayaan. Dengan dasar ini,
pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi
mengandung arti bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang
diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai
kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada suatu
waktu tertentu di masa yang akan datang. Sehubungan pengembalian prestasi
tersebut adalah pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang, maka disini
terkaitlah faktor waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi
tersebut. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini
adalah suatu hal yang abstrak, yang sukar untuk diraba, karena masa antara
pemberian dan penerimaan kembali prestasi tersebut dapat berjalan dalam
beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun. Atas dasar hal tersebut,
maka di dalam kredit terkandung pula pengertian tentang degree of risk, suatu
tingkat resiko tertentu. Resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan
dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit atau prestasi (Edy Putra Tje’Aman,
1989:10).

Pada hakekatnya tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Sumber utama
pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit. Dengan demikian
bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal
yang berkaitan dengan operasi perkreditan.

Di satu segi, pelepasan kredit berarti menghadapi kemungkinan-
kemungkinan tertimpa resiko dan di segi lain pendapatan bank yang utama berasal
dari kegiatan kredit. Oleh karena itu dalam rangka pemberian kredit, sebelum
permohonan kredit dikabulkan, bank harus memperhatikan hal-hal yang
menyangkut :

25
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1. Keadaan intern bank.
2. Keadaan calon nasabah.

Keadaan-keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafond
kredit. Plafond kredit adalah batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan
dananya. Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk, bank harus
memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kreditnya itu masih terbuka
plafondnya atau tidak. Kalau plafond kreditnya masih terbuka, maka permohonan
kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk
menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah selanjutnya adalah
mempertimbangkan permohonan kreditnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan
atau diperhatikan atas permohonan kredit adalah yang menyangkut :

1. Pribadi peminjam.

2. Harta bendanya.

3. Usahanya.

4. Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannya dan hal-hal
lainnya yang turut mempengaruhi.

Di dalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip yang senantiasa dipegang
teguh, yaitu bahwa kredit yang dikeluarkan atau dilepaskan harus dapat diterima
kembali sesuai dengan perjanjian. Lebih-lebih karena uang tersebut adalah uang
yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Dengan mengingat hal-hal tersebut
diatas, maka bank di dalam mengabulkan suatu permohonan kredit senantiasa
selectif.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan
kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal adanya beberapa prinsip. Prinsip yang
pertama disebut “The Four P’s of Credit Analysis”', yang terdiri atas
1. Personality

Personality disini menyangkut kepribadian si peminjam (calon nasabah),
seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, social standing dan hal-hal
lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.
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Character (kepribadian, watak)
Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan
sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya
dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Seorang
debitur yang hanya bersedia melunasi hutangnya dengan paksaan, sulit untuk
dapat diberikan kredit. Dengan demikian character merupakan salah satu
faktor yang turut menentukan disetujui atau tidaknya permohonan kredit yang
diajukan.

Hal-hal yang diperhatikan sehubungan dengan character ini adalah sifat

pribadi yang meliputi perilaku sehari-hari atas diri calon nasabah, cara hidup

(style of living), keadaan keluarga (istri dan anak), hobby, pergaulannya dalam

masyarakat (social standing), riwayat hidup dan lain sebagainya. Hal-hal

tersebut diatas merupakan suatu ukuran tentang willingness to pay, kemauan
untuk membayar.

Capacity (kemampuan, kesanggupan)

Kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan

usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang

diberikan.

Kemampuan calon nasabah dapat dilihat, antara lain dari :

a. Pengetahuannya tentang usaha, yang dihubungkan dengan pendidikan,
baik umum maupun kejuruan.

b. Pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan
kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan
tehnologi.

c. Kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya.

Dari beberapa hal yang diteliti sehubungan dengan capacity, pada akhimya

adalah untuk mengetahui ability to pay yaitu kemampuan membayar dari

calon nasabah bila permohonan kreditnya dikabulkan.

Capital (modal, kekayaan)

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia atau telah

ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur dan sifat


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

29

permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank
yang akan diberikan sebagai tambahan modal.
Dalam meneliti faktor capital, yang perlu diteliti antara lain :
a. Apakah perusahaan calon nasabah mempunyai modal yang cukup untuk
dapat menjalankan usahanya.
b. Bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh calon nasabah.
¢. Bagaimana liquiditas, solvabilitas dan rentabilitas perusahaannya.
d. Sampai sejauh mana modal usaha calon nasabah dapat divangkan dengan
mudah dan cepat tanpa kehilangan nilainya.
4. Collateral (jaminan, agunan)
Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini
bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah
pribadi calon nasabah dan usahanya, baik bonafiditas maupun solvabilitasnya.
Disamping sifatnya sebagai tambahan, jaminan (collateral) juga dapat
dikatakan merupakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit. Dengan
adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat
diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.
Mengenai benda jaminannya itu sendiri dapat berupa benda tetap dan dapat
pula benda tidak tetap (bergerak), yang secara yuridis dapat diikat sebagai
jaminan dan secara ekonomis benda jaminannya mempunyai nilai yang cukup
tinggi, melebihi jumlah kreditnya serta dapat dengan mudah dicairkan atau
diuangkan tanpa menderita rugi.
Sehubungan dengan benda jaminan tersebut, hal-hal yang perlu diteliti antara
lain :
a. Surat tanda bukti milik dari benda jaminan.
b. Atas benda jaminan tersebut, apakah sudah pernah diikatkan secara yuridis
sebagai jaminan atas pinjaman lainnya?
c. Apakah benda yang akan diikatkan sebagai jaminan telah diasuransikan?
5. Condition of economy
Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan

kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga
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kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada.

Misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon

nasabah.

Di dalam menilai faktor kondisi ekonomi, hendaknya diperhatikan hal-hal

yang menyangkut

a. Kedudukan usaha calon nasabah dalam bidang usaha sejenis dalam daerah
setempat.

b. Kemungkinan-kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya.

¢. Keadaan ekonomi pada umumnya yang mungkin dapat mempengaruhi

usaha calon nasabah (Edy Putra Tje’ Aman, 1989:12).

Dengan memperhatikan dan mengetahui hal-hal tersebut, dapat diharapkan
bantuan kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan
usahanya.

Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan kredit selesai dan
memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta, maka bank memberikan surat
pemberitahuan persetujuan kredit yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank
kepada debitur atau calon debiturnya, sebagai penyampaian atau pemberitahuan
bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada
debitur atau calon debitur yang bersangkutan.

Surat pemberitahuan persetujuan kredit tersebut berisi syarat-syarat umum
mengenai kredit yang akan diberikan bank kepada debitur atau calon debiturnya,
yaitu antara lain :

1. Besarnya kredit yang disetujui.
. Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit
Tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya
Cara-cara pembayarannya

Barang-barang jaminan yang diminta

o R oW

Syarat-syarat lainnya

Selanjutnya bila pemohon kredit (calon nasabah) menyetujui persyaratan-
persyaratan yang diajukan bank, maka dilakukanlah penandatanganan perjanjian
kredit (persetujuan buka kredit).
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Setiap bank dalam prakteknya telah menyediakan formulir perjanjian
kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Isi formulir ini tidak
dibicarakan dengan debitur melainkan hanya dimintakan pendapat untuk
menerima atau tidak syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu. Hal ini
menunjukkan bahwa perjanjian kredit tumbuh sebagai perjanjian standar
(standaard contract) atau baku (Mariam Darus Badrulzaman, 1991:35). Perjanjian
standar (standaard contract) bertentangan dengan asas konsensualisme yaitu
suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara
kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek
perjanjian (pasal 1320 ayat 1) dan asas kebebasan berkontrak yaitu kebebasan
yang diberikan Undang-Undang untuk mengadakan perjanjian asal tidak
bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal
1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pitlo mengemukakan perjanjian standar ini adalah suatu dwangkontract,
karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata sudah dilanggar, pihak yang lemah (debitur) terpaksa
menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain. Sluyter berpendapat
terhadap perbuatan, dimana kreditur secara sepihak menentukan isi perjanjian
standar, secara materiil melahirkan legio particuliere weigevers (pembentuk
undang-undang swasta). Stein mengemukakan pula bahwa dasar berlakunya
perjanjian standar ini adalah de fictie van will of vertrouwen, jadi tidak kebebasan
kehendak yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak, khususnya debitur
(Mariam Darus Badrulzaman, 1991:37).

Terlepas dari kelemahan dan penyimpangan terhadap pasal 1320 jo 1338
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keadaan tersebut harus diterima sebagai
kenyataan. Sebab di satu segi, timbulnya perjanjian (standar) kredit tidak
dilatarbelakangi oleh kaum ekonomi yang kuat, tetapi dilatarbelakangi oleh
kemauan pemerintah untuk membantu pertumbuhan ekonomi lemah lewat
bantuan kredit. Sedangkan di segi lain, pemberian atau pelepasan kredit tanpa
disertai adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan terbukanya resiko
yang besar bagi kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya akan melumpuhkan
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tujuan yang terkandung dalam pemberian kredit itu sendiri. Di samping itu ada
suatu doktrin yang menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian itu
dianggap mengetahui, memahami dan menyetujui isi dari perjanjian maka
perjanjian standar dianggap sah dan mengikat para pihak.

Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan
jaminan fidusia oleh kedua belah pihak kemudian dilakukanlah pencairan atau
realisasi kredit yang saatnya ditentukan oleh pihak bank.

Dengan diketahuinya prosedur pemberian kredit, berarti secara langsung
dapat pula diketahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah
sebelum atau dalam mengajukan permohonan kreditnya ke bank pelaksana
terdekat.

3.2 Pelaksanaan Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia

Dari segi hukum dan dokumentasi hukum, proses jaminan fidusia diawali
oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (obligatoir overeenskomst). Perjanjian
overeenskomst tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia
diantara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur).

Selanjutnya diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan
tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini
dilakukan secara constitutum posessorium yakni penyerahan hak milik tanpa
menyerahkan fisik benda.

Kemudian dilakukan perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini benda obyek
fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur
dipinjampakaikan kepada pihak debitur, sehingga praktis benda tersebut setelah
diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.

Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang
disebut dengan “Akta Jaminan Fidusia”. Akta jaminan fidusia ini haruslah
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Haruslah berupa akta notaris.
2. Haruslah dibuat dalam Bahasa Indonesia.
3. Haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
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Identitas pihak pemberi fidusia.
Identitas pihak penerima fidusia.

Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia.

a0 o P

Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.

e. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yakni

tentang identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya.

f. Berapa nilai penjaminannya.

g Berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia (Munir Fuady

2000:20).

Setelah Akta jaminan fidusia dibuat kemudian dilakukan pendaftaran agar
terpenuhinya unsur publisitas. Maksudnya semakin terpublikasi jaminan hutang
akan semakin baik, sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya
atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting disekitar jaminan
hutang tersebut. Asas publisitas ini menjadi semakin penting terhadap jaminan-
jaminan hutang yang fisik obyek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur
seperti jaminan fidusia ini. Karena itu kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke
instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas
yang sangat penting itu.

Kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke instansi yang
berwenang bersumber dari Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Fidusia yakni “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib
didaftarkan”.

Tempat Pendaftaran fidusia adalah Kantor Pendaftaran Fidusia yang
berada di bawah naungan Departemen Kehakiman RI. Kantor inilah yang akan
mengurus administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut. Nantinya, Kantor
Pendaftaran Fidusia ini akan dibentuk di setiap daerah tingkat dua. Akan tetapi
untuk sementara Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut hanya didirikan di Jakarta
dan di setiap ibukota propinsi. Selama Kantor Pendaftaran Fidusia belum merata
di setiap kabupaten, maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota
propinsi meliputi juga kabupaten-kabupaten dalam wilayah propinsi tersebut.
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, Permohonan
Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan
melampirkan suatu naskah yang disebut dengan “Pernyataan Pendaftaran
Fidusia”. Dalam Pernyataan Pendaftaran Fidusia dimuat hal-hal sebagai berikut

1. Identitas pihak pemberi fidusia
Identitas pihak penerima fidusia
Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia
Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia
Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Nilai penjaminan

9o, I W WA A R R

Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara
Bukan Pajak. Dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000,
Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilengkapi dengan :

1. Salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia.

2. Surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran

Jaminan Fidusia.

3. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia
memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia
tidak lengkap, Pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan
tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi.

Setelah kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan
Fidusia telah dipenuhi maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat Jaminan
Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pencatatan dalam buku fidusia tersebut diberi
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketika
mencatat dalam Buku Daftar Fidusia, maka Kantor pendaftaran Fidusia tidak
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berwenang melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang dicantumkan
dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia (Munir Fuady, 2000:31).

Bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka
kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan “Sertifikat Jaminan
Fidusia”. Isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia antara lain adalah hal-hal yang
disebut dalam Pemyataan Pendaftaran Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia
dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini Kantor
Pendaftaran Fidusia maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia.
Karena itu pula, jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia dan sertifikat
tersebut adalah sah maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para
pihak tidak cukup hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya
mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris. Sebab, menurut
Pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, maka
dengan Akta Jaminan Fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahimya
fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dengan di
daftarkannya Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia maka penerima
fidusia mempunyai akta otentik berupa Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan
Sertifikat Jaminan Fidusia ini penerima fidusia dapat mengeksekusi barang
jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

3.3 Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Fidusia Jika Terjadi Kredit Macet
Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya
dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada
kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat
mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah
tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan kredit

terhenti atau macet.
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Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau
ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian
pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah
jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Dalam kredit macet ada tiga macam
perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu :

1. nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta
bunganya).

2. nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya).

3. nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu

yang diperjanjikan berakhir (Gatot Supramono, 1997:131).

Akibat terjadinya kredit macet, nasabah harus menanggung beban
kewajiban yang cukup berat terhadap bank, karena bunga tetap dihitung terus
selama kredit belum dilunasi, sehingga jumlah kewajiban nasabah semakin lama
semakin bertambah besar. Melihat kewajiban nasabah penunggak kredit menjadi
cukup berat, sehingga kemungkinan besar jaminan yang telah diikat tidak cukup
untuk melunasinya, maka harta kekayaan nasabah yang lain masih dapat disita
untuk kepentingan bank.

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah manakala
jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana,
efisien dan mengandung kepastian hukum. Fidusia sebagai salah satu jenis
jaminan hutang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah dan mengandung
kepastian hukum. Selama ini (sebelum keluamya Undang-undang Nomor 42
Tahun 1999) tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi
fidusia. Sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang
menafsirkan bahwa eksekusi fidusia adalah dengan memakai prosedur gugatan
biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan
melelahkan itu.

Hal ini disadari benar oleh pembentuk Undang-Undang Tentang Fidusia
Nomor 42 Tahun 1999. Karena itu, salah satu terobosan yang dilakukan oleh
Undang-Undang Tentang Fidusia ini adalah dengan mengatur eksekusi fidusia
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secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih jenis eksekusi mana yang

mereka inginkan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia menurut Pasal 29 ayat 1

Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dapat dilakukan melalui cara-cara
sebagai berikut :

1.

Eksekusi Fidusia Dengan Titel Eksekutorial

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), setiap akta yang
mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR
tersebut menyatakan bahwa Grosse dari akta hipotik dan surat hutang yang
dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan
kekuatan suatu keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat
yang demikian dieksekusi dengan perintah dan dibawah pimpinan Ketua
Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tinggal atau tempat
diam debitur itu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR, kreditur harus mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan agar dilaksanakan eksekusi atas benda
jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Ketua
Pengadilan akan memanggil debitur atau pemberi fidusia dan memerintahkan
agar debitur atau pembei fidusia memenuhi kewajibannya sebagaimana
mestinya. Setelah waktu tersebut lampau dan debitur atau pemberi fidusia
tetap tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka Ketua Pengadilan
akan memerintahkan kepada juru sita untuk menyita benda jaminan (Pasal 197
ayat | HIR). Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jaminan
di muka umum (secara lelang) atau dengan cara yang oleh Ketua Pengadilan
dianggap baik (Pasal 200 ayat 1 HIR).

Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum

Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh
penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang), di mana
hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-
piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa
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melibatkan pengadilan sama sekali. Hal ini terdapat dalam Pasal 29 ayat 1b

Undang-Undang Fidusia bahwa ” penjualan benda yang menjadi obyek fidusia

atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum”.

Ketentuan ini menghapuskan keragu-raguan sebelumnya seolah-olah setiap

eksekusi kantor pelelangan umum haruslah dengan suatu penetapan

pengadilan.

3. Eksekusi Fidusia Secara Penjualan Di Bawah Tangan

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi dengan cara menjual benda obyek

Fidusia tersebut secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk

itu. Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 29 ayat Ic,

maka syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan

adalah sebagai berikut :

a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima
fidusia.

b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga
tertinggi yang menguntungkan para pihak.

c¢. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

d. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di
daerah yang bersangkutan.

e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak
diberitahukan secara tertulis.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
tidak disebutkan cara eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, tetapi tentunya pihak
kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke
pengadilan. Sebab keberadaan Undang-Undang Fidusia dengan jenis-jenis
eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk
menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara yang umum. Tidak ada
indikasi sedikitpun dalam Undang-Undang Fidusia, khususnya tentang cara
eksekusinya yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang

eksekusi umum lewat gugatan biasa ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
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Keberadaan jenis-jenis eksekusi khusus dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42
Tahun 1999 tersebut untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur untuk
menagih hutangnya yang mempunyai Jaminan Fidusia. Satu dan lain hal
disebabkan eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama dan
dengan prosedur yang berbelit-belit. Dan hal tersebut sangat tidak praktis dan
tidak efisien bagi hutang dengan Jaminan Fidusia tersebut.
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4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

L

Perjanjian kredit bank dalam praktek berbentuk perjanjian standar
(standaard contract). Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan
fidusia terhadap barang dagangan dimulai dari permohonan kredit yaitu
calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis ke bank
pelaksana terdekat kemudian calon nasabah mengisi formulir yang telah
disediakan oleh bank selanjutnya bank melakukan penelitian atau analisa
terhadap dana yang tersedia (plafond kredit) dan pribadi calon nasabah
serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha calon nasabah.
Setelah bank selesai menganalisa dan semua persyaratan terpenuhi
dilakukanlah penandatangan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan
fidusia terhadap barang dagangan kemudian dilakukan pencairan kredit.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia, mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada
pejabat yang berwenang. Permohonan pendaftaran fidusia disampaikan
pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan “Pernyataan
Pendaftaran Fidusia”, kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia akan
mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Sebagai bukti
bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya
diserahkan “Sertifikat Jaminan Fidusia”. Sertifikat Jaminan Fidusia
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta
otentik.

Eksekusi Jaminan Fidusia apabila terjadi kredit macet menurut Undang-
Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan

melalui cara-cara sebagai berikut :

40
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a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat
suatu penetapan pengadilan.

b. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan
pengadilan) di depan pelelangan umum.

c¢. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.

d. Sungguhpun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tetapi pihak kreditur dapat
menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke
pengadilan.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan permasalahan diatas

adalah sebagai berikut :

1

Hendaknya para nasabah debitur bank, di dalam mengajukan permohonan
kredit memberikan keterangan-keterangan yang benar agar supaya bank
dapat memberi kredit sesuai dengan jumlah yang diperlukan dan
menggunakan kredit dari bank tersebut sesuai dengan persetujuan
permohonan kredit, sehingga kredit dapat digunakan secara optimal untuk
perkembangan usaha nasabah.

Hendaknya Kantor Pendaftaran Fidusia ini segera dibentuk di setiap
daerah tingkat dua, sehingga penerima fidusia yang berdomuisili di wilayah
tertentu tidak perlu mendaftarkan jaminan fidusia di Ibukota Propinsi.
Dengan demikian akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk biaya
pendaftaran.

Agar tidak terjadi kredit macet, maka kiranya perlu bank-bank untuk terus
memberikan pengarahan maupun pengawasan terhadap nasabah debitur.
Selain itu juga bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit serta
meningkatkan pengelolaan manajemen bank kearah yang lebih
profesional.
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PERJANJIAN KREDIT
Nomor : JBR/008/PK/KUK/2001 .
Perjaniian kredit ini dibuat dan ditandatanganidi -
Jembar. pada tanggaal 26 Hopamber- 2001, oleh dan -

An T,;jrﬂ ) S S e e e " L o T ey e T o VT et e ety a4 A B e e

I e | Cabang Perseroan ---
Terbatas P7. "BANK MANDIR{" (Peserol GCabang -—---
Jember Alun-mlun. bertempat tingaai di Jember. -
Jalan Sentot T e Te S o R L ———
Tomenurut keterangannva dalam menialankan ——-—--—-—

fabatannva tersebuot berdasarkan Surat darsi

Rantor Wilavah VI . Jawa BE @S e | s e —

Mutasi/Penenpatan. Momor B VI REG/ L3 9/2001,

. tertanggal 13 (tiga belas) Agustus AB0), =
(duaribu satu) vang  dibuat dibawaii cangan .
hartalian dengan akta SURAGT KUASH DIREKST —~=w-
BT BANK MANDIRI (Peraero) tertanggal 28 --—-—-
Eduapuluh delapan) Juli 19992 (seribuy sembhilan-
raus sembilanpuluh sembilan) ., Nomor : 103, ---
vand dibuat dihadapan SUTJIIFTO, Sarjana Hukum.
Notaris di Jakarta. demikian =sah mowakil i - ---
Direksi dari dan oleh karena 1Eu untuk dan --—-

. 1tas nama Perseroan Terbatas PT. "BANK MANDIRI"

(Persero) berk>dudukan Pusat of Jakarta., -----

vang didirikan danaan akta Eartanagal —«eeewan

s (duaﬁ Oktober 1998 (seribu sembilanratus ---

sembilanpuluh delapan). Nomor 10, bertalian --

dengan akta FERNYATAGH KEFPUTUSAN NAPAT === ==

PERUBAHAN ANGGARNM DASAR PERUSAHAAIN PERSEROARN -~

(HERZEROY BT . BAMNK ME LR disinakat PI. BANK-

MANO LRI (PERSERD) Langaal 24 (duapuluh ampat) -

Juli 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh-

sombilan), Nomor @ 98, Keduanya dibuat ———=——-—-

dinadapan SUTJIIPTO, Sariana Hukom. Notaris oi-

Jakarta, dan teluh mendapat penaasahan dari---

Aurtsari Kehakiman Republik Indonesia —--we—ama

Lartanggal o~ (duw) Oktober L9983 (seribuy ——=---

sembilanratus sembilanpuluh delapan) =L e

~= malanjutnva disebut - =S R e e e

e e e e <
Lo Tuan ee————— o -
artempat Eingaal Jember ., Jalan s - -
T o .
bemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor R o
LELOES /00515771 . 1004 F200015 = e
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- dalam melakukan tindakar hukum di bawan -
bertindak bersama-sama CEMIQAN LETrinya —- -

Lernamanvonya R - - - .
N, oW Hege) Sipilk, bertempat
tinguai =@ama dengan suaminva tersebuit —---
di atas., vang turut serta menandatanaan i
PAE SR LI TR s 25 o £ b e e e e ot
== SEIANIUEN VARG L SODUT P i s s o o e e e e e e i
iR TR 5 2 i i 1 e
Para panghadan tela SdAVA. HNOLARLS Keal . —coerew

Para pihak datam keduodokan ML MAS LN === -
tersebut di acas Lerlebib daiw iy maneranglean —--—- .

i__.":'.l I‘l’l'.'f_" ) e Sl s e, S s yee Pl bl s R ..o o

a. bahwa Lebitur denaar SUratnya Carvangdgal —-————-.
24 mgustus 2001 Lelah nenaaiukan  permohonarn - -
kepada Bank, untuk memperolen piniaman modal ---

k‘_'rjﬂ. e B i e e v e B R ) e = D i,

b. bahwa berdasarkarn Keputusan sank sosua: sSurat
tertanggal 12 Nopember 2001). nomor = —————ewe—-
8.Hb.JﬂA{lZO/ZUOL, kepada Lebitur telah --—-———--
disetujui permongnan fasilitas kredit sebesar --
S S— - ——— _-_—— -

C. bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut pada --

butir b di atas dikenakan biava provisi sebesar-
1.0 % (satu prosen) per tabun dari limit kredit.
- bahwa hasil keputusan Bank tersebut telah -———--
" diberitahukan kepada Uebitur dan disetujui -=----
maksud dan isinva oleh ODebitur. terbukti dengan -
telah dipenuhinwva svarat-svarat penandanganan -—-
pelanjian kredit 10d.s VRIEW 5 e cccccmnacd dn.
L. Telah mengembal i kan tembusan surat —=———————-
Femberitaluann Fersetujuan Kredit (SPPK)Y =
serta sebuah bhuky syarat-svarat umum =—-—-——- e
Perjanjlan Kredit Bank Mandiri (Persero) —-—-—-
vand telah ditandatangani oleh Semua pesero -

di atas meterai CURUP; === s e

<. Telah membayar provisi dan biava lainnva ----
sehubungan derngan fasilitas kredit vang -----
diberikan sesuai Ketentuan dari Bank. —-——-——-

5. Telah menverahkar CoOpy perijinan (ancara =—-—--
lain SIUF dan NPWP) dap ijin-1jin lainnya ---
sesual bldang usaha vanyg bersanakutan vang =

] masih berlaky dengan sebelumnyva menuniukkan -
ARTINVEA ., ~wemcwmemama

e e e - Sr — - et taa e

4. Menverahkan surat persetujuan dari pemilik --
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© EFerhubungan dengan keteranganmketerangan diatas

w

Jaminan Jdengan diketahui olei istri/suami -
menaenal peniaminan tersebut. ---ccmmmecmaa

. Telah menverahkan Surat Fernvataan yang ——--—-

ditandatangani di atas meterai yang =--=—==w--
menyatakan S TR e S G Sl S s e et e S i o
= #pabila dikemudian hari dalam pelaksanaan -
pengikatan jaminan kredit mengalami ——-—e—wa.
hambatan maka LDebitur bersedia mengqanti -
agunan lainnva dengan svarat Minimai =———wwo
nilainva sama berikyt Ke ] engkapar s
b T B 7 R ORI Wy, i e AR

|

Barvedia maiaksanalkan peniinian selurgh -
Jaminar win el sellap Ly (duatelas ) e
bulan sekali vang dilaksanakan oileh Bank -
atau perusahaan pen.lai rekanan Bank —=--- .
Mandiri dan direview oleh Bank. Apabila --
terdapat penurunan nilai laminan, Oebitur

bersedia menambah laminan sesuai limit —---
Kredil . o e b i s i Y 2

para pihak dengan ini menvatakan telah saling —-—---
s@tulu dan sepakat untuk menandatangani perianjian-
kKradit Modal Kerja, dengan syarat-syarat dan ———-—-
ketentuan-ketentuan sebagal berdkht :  r-vecwsswan.

okt 30 = e et s e e na S b S0 b pasal l. T o e ot i s S e e vt

(TTTTwe = KETENTUAN UMUM DAN DEFINIST. womme o oo

Jika tidak dengan tegas dinvatakan lain daliam-
Perjaniian ini, maka ketentuan—-ketentuan dan -
svarat-svarat umum merusakan bagian Vang =<
tidak terpisahkan dari perjaniian ini. ~————e-
Jika tidak dengan tegas dinvatakan dalam —-—-
perlanjian ini, kata~kata vana dimulai dengan
huruf besar daam perianiian ini harus —-——e——-—.

diartikan sebagaimana tercantum di belakang -
kata-kata vVand bersanakutan pada Svarat-Svarat
Limum vang dilekatkan Pada perjanjian ini.———w—-

S o ot vt e s s ' i Ve pasal 26 T e e e ettt o o i S e e s e e

JUMLAH, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN -----
HJumlah Pinjaman. —ce- e

terdasarkan svarat dan ketentuan dalam ---——--
Perjaniian iny . RBank SeLUI antul memberikan

pinjaman koapada Lebitur untuk umlah vang ----
Lidak melelii Pinjaman Pokok sebesar -—-----.

s iR B T e——

Hank barhak untuk mengubah besarnva piniaman
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saewaktu-wakty atas pertimbangan Bsank sendiri -

termasulk
Keadaan

alian
Debi tur
porubahan nilai
secara tertulis
tersebut kepada

2. Tuiuan Pinjaman.

2355

Zo4q.

¢

2L Penarikan

L. Telah

Lelani

toiclak

sendiri dan

Ferbatas Karenag -

karena

atau

Jaminan, dengan memberitahukan
perubahan besarnya pinjaman --
Debitur.

v ——— ——— o —— " —tt y

e e o — ———— — — -t —

Debitur berianii menagunakan pinjaman vang -«
dimaksud dalam perianjian ini semata-mata —---

untuk tujuan :
naan beras.,
Jangka Waktu.
Persetujuan

26 Nopember 2001

tangaal 2¢ Mopember

dalam avat clan

Kt

Bank untuk memberi
Debitur hanva barlaku untuk Tangka waktu
(duabelas) bulan terhitung

sehinaaa
2007 .

Parpanlangan Janaka Waltu.
Satelah berakhirrnva Janaka
5

di atas

: Tambahan Modal Kerija FPerdaga---
aabah can

pinjaman kepacda
12

sejak tangqgal

akan berakihir pada-

waktu tersebut —---
. Janaka waktu

pemberian pinjaman dimongikinkan diperpaniang -

zatelah
et tur

acdaiivi

fag

et

crl@et,

atianan

Wiui tank

tertulis dari

serta terpenuhinya-

syarat-svarat perpaniangan yang telan ———-——-wu

ditetapkan oleh Bank. kKeecuali sebelum
Derakhirnva tangka waktuy pembaerian pinjiaman
tersebut. Debitur memberitahukan niatnya

kepada Bank agar janaka waktuy Dlnjaman = en

tidak diperpanjang oleh Bank atau Bank
memberitahukan kepada UDebitur bahwa jangka -
waktu pemberian pinjaman tidak dapat
diperpanjang. = -
Pasal. 3.
SYARAT PENARIKAN
A.1. Telah menandatanaani Parjianiian Kredit

beserta assesoirn
pertama

diperliukan dilakukan pada hari vang sama
bukti

dengan penverahan
jaminen berupa =

va .
sebhesyr

asli

Tumlan

vang

kepemilikan -

I

- Sertiplkat Hak Milik Nomor A G rangpring,
atias nama L J R ——

menver ahkan

bukti

pPenal katan

Fidusia ---

secara Notaril sesuai Undang-undang nomor —--
42 Tahun 1999, atas jaminan utama berupa stock
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dan pintandg dagsna minimie 1490 % Csmeratus —-- -
empatpu i parsan) dari Limit bredl T, =-eeeeo.
Sed. Jdamirnan kredit telah diikat senilal limit —=--
sebosar R  ss—— M s
D.5. Telah menverahkan polis asuransi (minimal ----
Cover note) atas jaminan utama dan tambanan
vang insurable denan nilai pPertanggunaan ——-—-
minimal sebesar nilai wajar jaminan denqgan —---
Banker’s Clause PT. EANK MANDIRI (Fersero). --

N e S b i s s e s i o5 e pasal B e e R v e e i s K R B e e e
Trmomsees BUNGA DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA =« - cmn e
i JBUNQA ., oot S, A, s T e

a. Debitur waiib membavar bunaa atas Pinjamarn-
Pokok kepada Bank sabesar 19,0 % (sembiian-
belas persen) per tahun vang dihitung ==
setiap bulan dari saldo dabet narian -—-w..

rekening Debitur:

f

b. Bunga harus dilunasi oleh debitur setiap -~
bulannva, untuk pertama kalinva pada —-—---

tanggal terakhir dari bulan dimana —=———wo .
Paeraetuivan piniaman diberikan dan ~=-——-w-
dilaniutkan pada tiap tanggal terakhir —---

dari bulan-bulan berikutnya; ———=—ceeacn—wa

C. Bunga vana belum dilunasi oleh debitur ----

i pada waktu vang telah ditetapkan oleh —----
Bank akan menambab Jumlah Tarhuntangs -————---

1.2. Biava-HKiaya (W% B T S MR

Sahubungan dangan persetuiuvan pemberian ——-—-- -
Pinjaman oleh Bank Kepada Debitur berdasarkan
perjanjiian ini, debitur waiib membavar : ~-—--.

a&. provisei pinjaman sebesar 1 % (z=atu persen)

dari Pinjaman Pokok, Qans —e——oeommeeoe o

. b. biava-biaya lainnva vana berkaitan dengan
‘ pemberian pinjaman sebagaimana ditetapkan -
oleh Bank antara lain biava Hak Tangaunaan
biava Asuransi dan biava Notarisa lainnya, -«
________________ o i s s e i pasal 5_ e e e e s et e g - s e e i, s | i e
~—— PENARIKAN MELEBIHI PINJAMAN POKOK (CERUKAN) ST
S.l. Tanpa persetuiuan tertulis dari Bank, Debitur-
tidak dibenarkan menarik dana melebihi =—w-w—w-

9 1y l Aman Fokoks sreeraueiisass o s o o TR S

{

i

5.2, Jika berdasarkan persetujuan tertulis Bank, --
teriadl cerulan pada rekening Debitur, maka --
atas saldo cerukan tersebut akan dibebankan --

! bunga menurut kKetentuan vang ditetapkan olah
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Lsar|k . e e L e e s e s VU

e e e T ) RO i o pasal b’_ fosi ot e Tk ag S o e M g ey Sve e e S — —
TEm e ——e e DEMBAYARAN KEMBALT = s=ssooicmm—mmim—
&.ol. Debitur walib melakukan pembavaran kembali =—--
Jumlah Terhutang selambat-lambatnva pada —-=---—
tanggal sabagaimana disebutikan dalam avat 2.3%-
pasal 2 Ferjanjiian ini atau perpanjangan —----
sebagaaimana disebutkan dalam avat 2Z.4. pasal-

2 perjaniian Ini. === Sacmme- i s cre s e
Jika sampal b2rakhinyva janoka waktu pemberian-
PANJaman avan pel pandanaannya Ler sebol, Jdf - -
etas, Lebltur tidak melunasi Jumlah Terhutang,
maka Debitur harus membayvar Vencda sebagaimana-
disebutkan dalam pasal P@Pjanjién ini. =-=--

LAL Semua pembavaran Jumlah Lerhutang harps - --- -
dilakukan dengan cara vang ditetapkan oleh ---
Barlk_ e O S | S SR S )

&

e PN pasal 7‘ ___________________________
ST mm———se e - PENGAWASAN KREQIT —-—c—emmawc L
7.1, Bank berhak untuk mengadakan pongawasan ———-—- -
kualitatif dan Kuantitatift atas penggunaan - --
pinjaman vang diberikan oleh Bank kepada -—---
Dzbitur berdasarkan Perjanjian ini. ———————wew—-
Sehubungan dengan hal tersebut, Bank berhak --
untuk melakukan tindakan-tindakan pengawasan -
termasuk al.an tetapi tidak Lerbatas untuk —---
mendgacakan pomer iksaan atas segala pembukuan . -
buku-buky korespondensi dan surat-surat lain. -

balk oleh Bank cendiri maupun oleh pihak wvang:
ditunjuk oleh Bank. —=~==s=—c- e e
/.2, Berkaitan dengan tindakan pangawasan oieh —---
Bank atas pengdgunaan pindaman tersebut, —s—----
Lebitur waiib memberikan scgala bantuan dan -
keteranaan wvang dianggap perlu atau Vang' ===«
dikehendaki ocleh Bank agar tuiuvan pengasasan -
GAPAE, tariakfana dumaan Biil. -« fmmce e

.

e S he e e N S i S e ke b pasal 8_ A T T e M e s i i 4| i e o i i 4
<= _._-.‘...-‘...v__.. 8 v S v e s red, ot 405 e e S w4 DENDA W e e e se e e v e A RS S e ——— ——

. = Jika Lebitur menanggunkan atau ttidak melakukan
pembayaran sesuatu Jumlah Tertunggak, termasnk ----
tetapl tidak terbatas pada, salah satu atauy S2MUa
Pinjaman Pokok, Bunga, Blaya atau pembavaran suatu-
dumlah lain vang waiib dibavar Debitur berdasarkan-—-
Perjaniain ini, maka ODebitur harus membavar Denda -
sebesar 2 % (dua prosen) per tahun di gtas suky ==
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S bunga vang berlaku dari Jumlah Tertunggak. —-—————-—-
A T gt e e At A b | 53 M 6|k At e 4 ‘Pasal 9. A R e s e e e - e S . rre

PERNYATAAN DAN JAMINAN. =r=————w s

== Disamping pernvataan dan Jaminan vang diberikan
oleh debitur dalam pasal 19 svarat-svarat umum, --
Lebitur dengan ini menvatakan dan menjamin Bsank - -

atas hal-hal

48

melakukKan tindakan-tindakan oorikut Nl 2 ==
mengadakarn
nsahariva

L

sebagai berikut : -—--e—immmee

bahwa debitur adalah suatu badan hukum vang —---

dibentuk dan

didirikan dengan sah menurut ——--—-

paerundang-undanaan Repub ) ik Indonesia dan ———«--

MmUY & 1

vang sah dan masih berlaku untuk menialankan - -
usaha-usahanvi vang sekarang cedanq dijalankan:
Drang-orang vang menandatandaan i Perjaniian ini

ade Lah orandg-orand yvang berwenana bertindak —----

Lzin-1zin dan persetiiuan ~persecuiuan -

1

H

UNTUk dan atas nama Debitur: « = ee—oeeo e o

- ..._...W_..Pasal lo_....,... S e e e o - - L e

KESANGGUPAN DEBITUR - == wm e

Disamping kKesangaupan Uebitur vanda disebutkan -
dalam pasal 18 Svarat-Syarat Umum. Lebitur dengan
Ani berjanji dan menaiket diri kepada Bank untuk

vang dibelq

Lssaharoea

waktu ke wakbu dan catatan Fantana perkembarngan -

tar

Ppaembukuan vang TRLas mondanal usana
vana dapat menuniukkan barang-barang

i

dan yang diperaunakan dalam usaha -
aebit . keadaan Keuangannyea dari -

wanel Ler daddi oo Lam HEaha-ueahanya lercebut, -- -

termasuk biava-biavanva dan Kewadiban —=——-e—een
Keuangannya :

menvampaikan

P SRS AR L e v o e o i e i i U vt v e o v 0 5 £ e s e

Kepada Bank; =-—-—— e

L. Menyampaikan laporan plutang dagang dan —-- -

bersediadan aerta laporan pembelian dan --- --

penjualan setiap bulan dan paling lambat -« -

diterima Bank 30 Ltigapuluh) hari setelah

akhir periode laporar; ——reecemm e

Menvampaikan laporan keuangan (inhouse) --

i

triwulan vang dilengkapi denaan penjelasar
rincl atas 1tem-itemnva tahunan dan paling

'

lambat tetalh diterima Sank 6o (enampuluh) —-

hari setelah akhir periode raporan serta ---

laporan

kKeunangan audied tahwnan paling =---

Lambat telah diterima Bank L8O (seratus —---

delopanpuiuh)

laporan.

hari setelah akhir periode ---
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Jami
Mmarg

k=

Jami
er i
1 e
U tu
Terh
Mmes i
mili
B &ML
ttunt

Pinak ketiga pada saat perianiian ini dibuat - -

sela

Parje

dan

vandg dikemudian hari akan dipunyai oleh Debitur

dan
Dabi
vang

Menvalurkan seiuruh akivicas Kesandgan =-==—--—-
Melalul BANK. ——= =t e
Mengaunakan fasilitas kredit cesuai dengan
tujuan penggunaan Kredit. “csc—eascmme cm o

Mengijinkan BaNK atau pihak vang ditunjuk -~

untuk melakukan pemeriksaan usaha dan —-—e—-—-
ARLivitas Keuandan Debitur . = e—- e —-o—o.
Bersedia memperpaniang masza berlakuy polis
asuransi atas jaminan pokok maupun tambaharn -~
vang telah jatub tempo dengan Banker's —-—---
Clause &1 . BANK MANDIRI (Fersero) dengan -
niladi minimal soebesar nilai waiar Jaminan.
Memelihara ratio keuangan sebagal berikut
Current Ratio minimal L20 %2 (Seratys —-—- oo

duapuluh persen)s “——- ceem o . ——————

Lelbt Caguity Ratio winimal 255 % (duaratus -

EIGRPIL U Liga POFSRIN] . = o i By
Apabila fasilitas Kredilb Modal Keria masibt
diperiukan {(Jangka wel tunva dxpclpan1ang E=
maka permobhonan perpanlangan kredit harus - -
disampaikan Debitur 2 tdus) bulan sebelum --
tanggal jatuh tempo disertai data pendukung-
¥ang lengkap.: ~=wsorr e e e e cs e s e
Eur sanggup meniaga dan memelihara nilai ---
narn Uiama agar setiap saat nilainya setelah-
e melebihi nilali saldo debat. —=——ceccmecaa o
e e e S s e s ey S pasal _!_l_ S i e vee A e e e e . o i
e P I JAMINM S e bl i s Wt S —
nan Utama @ - c—mmamm—me o o ST e e e Rt et O i

amin dan/atau Peminiam pada Gank berdasarkan

DL . ot i i Gk G L e v s s o e i e <t e s e v e

K menjiamin pembavaran kKembali Jumlah ===—--~
utang Aengan tertil dan HeLAYALMANE ——~== ==
inya. Lebitur seluliu untuk moverahkan hak
K secara fidusia atss barang-barang serta - -
a hak-hak., tagihan-taqgihan dan tuntutan—- --
utan vang dipunvai oleh Uebitur terhadap

1

gaimana tarcantum dalam Lampiran 1 ——-——-weu
aniian ini. demikian sesuai de engan bentuk
ini vang dapat disetuiul oleh Bank dan atau

i

l

harus dibavar oleh pihak ketiga kepada —----
tur baerdasarkan perjanjian-perijaniian apapun
Lelah ada maupun vandg akan dibuat ancara —--
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Lebitur can pthJRinhak Ketiaa manapun juga, ---
sesual dengan bentuk dan isj vana dapat —---eo
disetujuli oleh Bank. e T T .
Uebltur selaku Pemberi Fldusia meneranakan —-- ..
dengan ini memberikan jaminan tidusia Kepada - --
BANK selaku penerima Fidusia, atas obvek jaminan
Fidusia berupa @ -mwec. . " e s

selurun ntock/persediaan aitang dagangan —-- -
berupa beras . aabah. dan katu] . berikut -----.
piutanag dagana, vang SeKArdang tolalh ada -—---
cdans/atau akan s HTRemod i hay 1, e e

Jdamivan  fambaiva - A TR i e S T
Hak Tanggunaan atas Tanah dan Hnnguﬁan. e e e
Untuk menjamin lebih lanjut pambavaran kembali -
Jumlah Terhutang dengan tertib dan sabagaimana -

. mestinva, maka pemilik jaminan deangan ini setuju

) untuk memberikan hak tanggurgan sebagaimana --- -
akan diatur dalam akta Pamberian Hak Tanggungan -

3 vang akan oibuat ditadapan Pejabat FPembuat Akta-
Fanah (Ppa71) vang ditunijuk oleh Bank. —-—ceeceeo .

Jaminan vang dimaksud diatas adalah : —=—eeu..
== Sertipikat Hak MLilik. Nomor - s -
2167 m? (duariby Zeratus e2nampulub tujuh --
metar parsegi). diuraikan dalam sSurat Ukur-
nomor 8¢, tangaal duapuiub saty Desembor - -
sSaribi sembl lanruatus sambilanpuluhk dalapaipn

(lejzml@pﬂj: S et o s e e e e i o e e

t

Deami kian dznaan segala sS2suatu vang telah -
ada dan//atan acla diadalkan i tanam, ---e-s. .
didirikan. di tempatkan dan dibanaun di atag --
Lanah tersebut vand menurut sitfat. tuivan, --
dan Peruntukannva serta manurut ketetapan --

undang-undar g dianggap sebagai harta benda ---
‘t@tap. B 0 TS iy e combon st e i o A

t

BRES e e See ki i i 44 e SR e e, pasal 12_ - LS LT A . N
B R T DTIPER  SE ASURANSI IR R e e i o i 0 by . 0

o o Barang jaminan yana dapat diasuransikan harue - -
diasuransikan dengan svarat Banker's Clause Bank --
darn sesuai danaan Ketentuan pasal 249 Syaratmsyaratw
tinum dan Bank borhak untuk menutup dan memperpan - -
iang éﬁuransi tersebut di atas, satu dan lain atas-
biava Debitur dengan mendebetnva dalam rekening --
Debitur pada Bank. --- o e e e

e . i il A L pasal 13_ MR o e st Sl S A s e e o e s i
~ 77T KEJADIAN KELALAIAN DAN AKIBAT ~ooem oo
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Lo Debitur akan alangoap lalai oleh Bank 1iika -
larjadi salah satu hal atau lebih kejadian —----
kalalaian tersebut pada pasal L3 Swvarat-Svarat

T T U S

4. Sebagai akibat terjadinva kelalaian, Hank beriak
untuk melaksanakan hak-haknva sebagaimana ———-—--
disebuthkan dulam pasal 149 Svarat-svarat Umum. --

P i S N e S s s e e R pasal 14- B e th e e e e i ) e e

oo PERHITUNGAN DAN BUKTI JUMLAH TERHUTANG - ~----—

L.oBesuar dengan cara dan ke Fentuan vana bearlakuy
pada Bank, Bank akan membuat catatan bhavi Koocdi ] s
Fealesr v ey ek tner el Boe manoon dalam cobatan
catatan Laimva mergens i Jum bl joom ek Vari
SewWaktu-wakitn Jdipiniankan kepada Daebiltur dan - - -
vangd tertitang oleh Dobitie B ciesar kan
e 1jj anjian i, P e BT = e e R i

2. Dalam setiap tuntutan hukum atau perkara vang -
timbul dari atau diakibatkan oloeh Ferjanjian ini
clann  DoRumen o . ceemne Gatalan vang dibual
menurat ayat | diatag. haruos merupakan bukti —---
nyata dan senpuinag dar Admilah-iumiah vang telal)
ditarik oleh debitur dan seltiap pembavaran vang-
Eelah diterima oleh bank. e Lo Zua by Keterarngan
tartulis dar. bank sahmbungan dengan Jumlab —-—-—--
Car b Latneg baar wee merupakan LKL L Avata dap ====: -
sempurng perihal Jdumlah Lerhutang ber dasarkan - -
Paerjaniian in dan dokumer O L Y T

pasal 15_ 2 T e o e i e e ) e
7 ANEKA KETENTUAN DAN DOMISILI HUKUM -~ oo oo

L. Tanpa mengurangi Ratenbuan peratuiran perundandaain
yana berlakn Bank dengan ini diber i hak dan - -
kuasa oleh L2bILEUEr uncuk manaaadal ulanakarys=---
Kredit ini kepada Bank Indonesia atau pihak-----
R toh g Lanhnosa . g b Cr T mbanaen varig e = e
chipandang ballk oleh B . eete v e s Ao

2. Gesual dengan katentuan Reraturan perundandg-—-- -
windanaan vana berlaku. i ka Lter ladl kelalaian -—-
aleh Debitbur atas Rewa]d ilban Lerhadap Bank ——-e--— -
sehlngaa ter radi suaty Pt Lisithian kepada === -
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atay-—-—-—---
instansi lain vang berwenang. -~ ——-cevmm e

2. Mengenal Perijaniian ini dan segala akibatnva-——-
para pinhak memilih tempat kediaman hukum vang---
Cetap dan secara umum rada Kantor Panitera ——-—--

. Pengadi Lan Negeri wvanag Wewenanagnyas meilputl e
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Wilayah tempat Kantor Bank swana memharly ——————--—
&) :injaun;v'm i T R R e et o et 1k R B S e 1 1 M e e e e s
Lengan Lidak wengurangi ke ton Lian PDERFATUran e
vang beslaku. Bank berhak untuk mengaijukan —---—-—
‘untutan terhadap Uebitur melalui Fengadi lan ---
Negari lainnva yvang berwenang «i dalam wilavah--
Republik Indonesia.—~———= s mm .
Demikian perjaniian ini diandatanqgani di atas
kertas bermetaraicukup dan diandatangani oleh kedua
belah pihak pada tempat dan tangaal sebagaimana
cdisabutkan di aws) FEEEAN T Aan G0 Sy e = o o i

Untuk dan atas nama Debitur .,

FT. Bank Mandiri (Parsero)
Caband Jember o lun-alun

Q VAL R 4
. > \ //’/,, \
\\u F:/Z?K\\

1

1

| |
1554 o gl
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NOTARTIS '
STl LES'i'r‘.Rl.’\'i;‘-if.‘ri\‘.lﬁ, i
He Kallmantan No, 24 AKTA JAMINAN FIDUSIA
Teln, (D331 )y “r
i " Nomor : 52
—= Pada ha|s b R Senin, tanggal duapulum 2nam --—-
Nopember duariby STl (26-11-2001 N

Fukul O09_4.5 Wiy fsambi lan |oewat empatpuluh tiga ---

Wantu Indenesia Baqgian Barat). -=-ee—eomm

f

== Baerhadapar dangan sava., SITI LESTARININGSIH,

Sarjana Hukum, MNotarie di Jember . denqgan dihadiri

RPaAra saksi v sava Nolaris kenal dan akar —-- .

disebut pada akhir A%Ca. inl w-=oadina

Co Tuan T ———————m. Swasta, =---

bertempat tinagal Jember . Jalan AT UMY
A W, cocgang Kartu Tanda Fenduduk -———ee o

Nomor LELOEI/O0SLE/ T L. LOOA /200 . — e

= dalam melakukan tindakarn hukum o bawah ini -
bertindak barsamna-sama dengan istrinyg ————wux
bernama Nyonya M, =
RPedgawai Negeri Sipi le Lartaemnpat Cinggal sama

cengan aminva tersebut dj atas wvang turut -

§

hecli e dan mavandatanagani mirota abelg fm i, R~
pemedana Kartu tanda Freandudiuk Nomor : ——w—ee. .
1501?]!04@54111_lﬂodfkﬁul:*-"*—“~—-mmw

selanjutnva disebint = —eeoe_.

S e e e e e L e T E;I_I-‘__IS EERT&MQ. TRSRSIS — S o w15 5 AE as

LI. Tuan _.,_Kcsrp-ala Cabang Ferseroan --
Terbatas Pr. e (RPesero) Jember

Aflun=-alun. bartempat tinggal i Jalan Ultra —---

+« Violet Ba/7, RT.002, RW.010, Kelurahan Kelapa
Gading Timur. Kecainatan Kelapa Gading, —-==-- =)t e

Kotamadyva Jakarta Utara; ———mee e
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HNTUK sementara ini berada di Jember; —w———--
meEnurut keterangannva dalam menjalankan ——-——-
jabatanﬁya tersebut berdasarkan Surat dari —-
rantor Wilavah YI Jawa Barat, perihal —----——-

Mutasi/Penempatan, Momor - VI.BODG/1319/2001,

tértanggal 13 (tigabelas) Agustus 2001 —==——w

(duaribu satu), vang dibuat dibawah tangan,

bertalian dengan akta SURAT KUASA DIREKSI ---

PT. BANK MANDIRI (Porsero) tertanggal --—-——-

duapuluh delapan Juli seribuy sembilanratus --

sembilanpuluh sembilan (28-7-1999) ., Nomor -

103, vang dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana-
Mukum, Notarie di Jakarta, demikian sah —----
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu —---
untuk dan atas nama Perseroan Terbatag ------
PT."BANK MANDIRI" (Persero) berkedudukan —----
di Jakarta, vang aidirikan dengan akta —-—-—--
tertanggal dua Oktober seribu sembilanratus -
sembilanpuluh delapan (2~lO~l998), Nomor : --
1o, bartaliqn dengan akta PERNYATAAN ———eeeew
KEPUTUSAN RaraT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ——--
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERQ) PT. BANK —=——-
MANDIRI disingkat PT. BANK MaNDIR1 (PERSERD)*
tanggal duapuluh empat Juli seribu sembilan -
ratus sembilanpuluh sembilan (24-7-1999), -—-
Nomor : 98, keduanva dibuat dihadapan ——————.
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, MNotaris dj Jakarta, -
dan telah mendapat pengesahan dari Manteri -

Héhakiman Republik Indonesia tertanggal ----

dua Oktober seribu sembilanratus sembilan-—~-
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puluh delapan, Momor : ——=e—ceee—________
CZ-L&S&L“HT.UL"DL,Th-vﬁ, Lembaran Negara ---
NMamor @ SE58 Tahun 1998 (seribu sembilan —-—-—

ratus sembilanpuluh delapan), dan Nomor = —-

232 Tahun 1999 (seribu sembilanratus ——————-
sembilanpuluh sembilan) ; =—————meeeoo o __

selarjutnyva disebut @ =eeoemmmmo o

s s e o v = e R i AR i o . "ﬂﬂL:LK_,K,_E_QUﬁ S -t ot e e e o

T Para pengnadap sava, Motaris Kenal. —---eee—eao_
Fara penghadap bertindak untuk diri sendiri —-—-
dan dalam Kedudukannva tersebut menerangkan —————-.

terlebih dahuly : w—-wvcmmooono

A bahwa, diantara Pemberi Fidusia selaku pihak —-—-

menerima fasilitas kredit (untuk selanijutnya —--—-

cukup disebut "Debitor") dan Penerima Fidusia --
selaku pihalk vang memberi fasilitas kredit —-——--

(untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditor") ~—-
telah_dibuat dan ditandatangani akta ~———————e_.
PERJANJIAN KREDIT tertanggal duapuluh enam ————-
Nopember“duaribu zatu (26~11—2001), Nomor : ----
'JBR/OOS/PK—KUK/ZOOl; —————————————————————————————
vang dibuat dibawah tangan bermeterai Cukup —=——-
can aslinsya diperlihatkan kKepada saya, Notaris,-
(untuk selanjutnva perjanjian kredit tersebut, -
berikut dengan sedgenap pengubahan dan ~—-———w—ewc

penambahannys disebut "PERJANJIAN KREDIT")

-

B. bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung ———--
terbayarnya dengan baik segala sesuatuy yang —-—--—
terhutang dan harus dibavar oleh Debitor —————ww

sebagaimana diatur dalam Perjaniian Kredit —-——e-
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fers&but, Pemberi Fidusia diwaiibkan untuk =
memoerikan Jaminan Fidusia atas stock barang ---
dagangan milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan
P@narimm Fidusia. sebagaimana vang akan -==--—---
dﬁuraikan dibawah Inl. s<=vmmrmmrm s
C. bahwa. untuk memenuhi ketentuan tentang —-----—--
pemborian jaminan yang ditentukan dalam =-—-w=-—w-u
Ferdanjian Kredit tersebul . maka Pemberi dan -

Penerima Fidusia talal semufakat dan setuju, -~ —-

denaan ini mengadakan perianiian tentang —-----=-

Jaminan Fidusia sebagaimana vang hendak ——e——oe ..

dinvatalkan seRarang dalam akta ipi. =—————eeo———.
—= Selanjutnyva para penghadap dengan senantiasa - —-
bertindak delam kedudukannyva tersebut menerangkan -
untuk meniamin terbavarnva dengan baik segala —--—- -
sesuatu vang terhutang dan harus dibavarkan oleh --
Lebitor kepada kreditor, baik karena hutang POKokK, -
bunga dan vlava-biava lainnva vang timbul ———————wo
berdasarkan Haerjaniian Kredit tersebut, dengan ----

lumlale HUTANG POKOK sebesar A
(R TR )

atau setumlah uang vang ditentukan dikemudian ——-—--
hari be~dasarkan Perjanjian Kredit, maka para —-—-—-

penghadap Hihak Pertama dengan bertindak selaky —--—
Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan -
jaminan fidusia Kepada Penerima Fidusia untuk dan -
atas nama siapa dan penghadap Pihak Kedua dengan --
bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan ————-
dengan ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi --

Fidusia, sampai dengan NILAI PENJAMINAN sebesar -—-
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TSRS | R SRS e ——
atas OBYEK JAMINAN FIDUSIA berupa : ——=———w——m——ee——
—eoSeluruh stock/oaeroediaan barang dagangan berupg-
beras, gabah dan katul termasuk juga piutang —-—-
dagang, baik vang sekarang telah ada atau vang -
akan ada dikemudian hari karena diperolehnva —-—-
Kiedil dond Perseroan Terbatas T HANK MAMD IR -
(Fersero) CoaBANG JEMBER ALUN-ALIIN., ——e—me e ———
itk suelaniutnva dalam akKta ini cukup disebut ---
dengan "OBYEK JAMINAN FIDUSIAY). —~e—swdeaiesanaso,

-= Selaviutnva para penghadan senantiasa dengan —-—-

pertincak datam kedudukannyva terasebyt menaranakan

rembebanan jaminan fidusia ini diterima dan ~------

dilangsundkan dengan persvaratan dan ketentuan =----
s8bagai berikubt @ esremmemn o e

l
i

et Pt U
—— Pembebanan jaminan fidusia atas obvek Jaminan --
Fidusia telah dilakukan ditempat dimana Dbyvak ———w-—

Jaminan Fidusia tersebuyt batadas dan telah ~=srwowau

menjadi miliknva Penerima Fidusia sedang Obvek ---—

Jaminan Faidusia tersebut tetap berada pada dan —--—-

dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam ---

D.’ﬂkﬁi, i sk

e L e e L pasal 2‘ _____________________
-~ Obyek Jdaminan Fidusia hanva dapat dipergunakan -

cleh Penberi Fidusia menurut sifat darn ————=-—c—cmno
peruntukannva, dengan tidak ada kewajiban bagi ----
Femberi Fidusia untuk membavar biava/ganti rugi --—-
berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada --

Penerima Fidusia Namun FPemberi Fidusia berkewaiiban


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

HOEuk memal ihara Obvek Jaminan Fidusia tersebut ---
dengan sebaik-baiknva dan melakukarn semua tindakarn-
vang diperlukan untuk pemelihsraan dan perbaikan —-—
atas Obvek Jaminan Fidusia atas biayva dan -——=-- =

tanggungan Pemberi Fidusia soandiri, serta membavar-

f

pajai dan beban lainnwva vandg bersangkutan denqan -

i_ tU T e T T e e e e e e — . e o a5 i 5 0 2 S i
= Apabila untuk pernggunaan atas Obyek Jaminan -—--—-

Fidusia tersasbut diperlukan suatu kuasa Khusus | -

maka Fenerima Fidnsia dengan ini memberi kuasa —- --
kepada Poenberi Fidusia untuk melakukan tindakan- --

tindakan vang diperlukan datam randka piniam pakan

I

.

Obyek Jaminan Fidusia tersebut. ———cc—mememm L.
S o e o o e i i e S e e e e pasal 3_ MRS e ey, e e e e e e e e e i e e
Renerima 1 Ldissia atay wakilinva vang sah setiap
waktu berbtak dan dengan ini telah diberi kuasa ~—-—-
dengan hak cubstitusi oleh Femberi Fidusia untuk

memeriksa tentang adanva dan tentang Keadaan Ubvek

I

Jdaminan Fidusia tersebut. Henerima Fidusia atas ——-
biava Pembari Fidusia berhak namun Lidak ————=——weo—

diwaiibkan; uncuk melakukan atau suiruh melakukan —-

H

segala sesuatu vang seharusnyva dilakukan oleh —-———-

i

Pemberi Fidusia atas Obwak Jaminan Fidusia dalam -

|

nal Pemberi Fidusia malalaikan kewailibannva untuk

+

1tu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasu il -
gedung, audanc. bangqunan , ruang dimana Obyek «=-—--—
Jaminan Fidusia disimpan atau berada. Pemberj —-—-—-
. Fidusia dan Fenerima Fidusia menvatakan bahwa —-———-—

tindakan tersebut tidak merupakan tindakan —=——=w—e-

memasuki tempat dan atauy bangunan tanpa izin ~--—--
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(AR EAEI @I § | o oo b oo o 5 55 5 i i i e e e
S e e e et ey e tow S e T e b e e o —— pasal 4 N .,..._.._-.,......_,.._..__.......... i e -
== fApabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia —-—-e—
diantara Obyek Jaminan Fidusia terzsebut ada yang --
tidak dapat diperqunakan lagi, maka Pemberi ——-----
Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya —-——-=———
mengikat diri untuk mengaanti bagian dari atay ----
Obyek Jaminan Fidusia vang tidak dapat —==~———cem—e__
dipergunalkan iltu dengan Obvek Jaminan Fidusig ——-——-—

lainnya vang selenis vang nilainva setara dengan --

Fidusia tersebul termasuk dalamn jaminan fidusia -
vand dinyatakan dalam akta ini. —--- e R
e A s S i e g o e - e A s 4 i3 e i Pasal 5- e o i s e e . b e e e s 5 o

Pemberi Fidusia tidak berhak urtuk malakilkar -
Fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. —-=wdauzn
RPemberi Fiijusia juga tidak diperkenankan untuk —- -
membebankan dengan cara apapun, mengaadaikan ~—————

atau ménjual atau mengalihkan dengan cara apapun --—

Obvek Jaminan Fidusia Kepada pihak lain tanpa -----
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari —=————w---
RPenerima Fidusia. =---ceemmmee L

Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan -
seksama kKewaiibannya menurut vang telah ditentukan-
dalam akta ini atau Debitor tidak memenuhi —=———-——--
Kewajiban berdasarkan Ferjanjian Kredit, maka lewat
waktu vang ditentukan untuk memenuhi kewajiban -—--
tersebut saja sudah cukup mambuktikan tentang -----

adanva pelanggeran atau kelalalan Pemberi Fidusia -
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atau Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut, ---
dalam hal mana hak Pemberj Fidusia untuk meminjam -
Pakal Obvek Jaminan Fidusia tersaeabut menjadi =—w-eea
berakhir dan Obvek Jaminan Fidusia harus diserahkan

. dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima-
-~ _il_l '\u,";f‘h:": 1

Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh
Penerima Fidusia, ——————me o
007 A bt S St e e # b vyt S et s ot oo v e pasal 6_ E T e - e WS s i o e v
T Pemberi Fidusia berianii dan karenanva mengikat-
diri untuk mengasuransikan Dbyvek Jaminan Fidusia —-
tersebut pada perusabaan asuransi vang ditunjuk ---
atau disetuini oleh Penerima Fidusia terhadap —---
bahaya_ﬂebakaran serta bahava lainnya dan ;ntuk ok
suatu jumlah pPartandgqungan serta dengan persvaratan
vang dipandana tepat oleh Penerima Fidusia. Diatas-
polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula-
bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka vang ——=——=—-
pendganti kerugiannva harus dibavarkan kepada -—--—-
Kréditor, vang selanjutnva akan memperhitungkannya-
dengan'jumlah vang masih harus dibayarkan oleh —-—--
Debitor kepada Kreditor berdazarkan Perjanjian ----
Kredit, sedanakan sisanya jika masiK ada harus ----
dikembalikan oleh Kreditor Kepada Débitor‘dengan s
tidak eda kewaiiban bagi Kreditor untuk membayar --
bunga atau ganti kerugian berupa apapun kKepada -—--
camberi Fidusia. aApabila ternyata uang pengganti --
kerugian dari perusahaan asuransi tersebut“tidak -
mencukupi maka Debitor berkewajiban untuk ‘mambayvar-
lunas sisa vang masih harus dibavar oleh Debitor --

kepada Penerima Fidugia. -~—-wecawsesmmmsama e e e
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= oSemua vang premi asuransi narus ditanggung dan -
dibavar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. ~——=——--
T Apablla Pemberi Fidusia atau Cebitor lalai -----
dan/atau tidak mengasuransikan Obvek Jaminan ———--——
Fidusia terzebut, maka Penerima Fidusia berhak ---—-
{namun tidak berkewajiban) dan seberapa perly ~-—--—

dengan ini kepadanva oleh Pemberi Fidusia diberi -

Kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan -

Mpphber™ o 0 Fildusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi —--—-
"\..3_._‘.' L ) . )

asuransinva tetap harus dibayar oleh Pemberji --—---

Fidusig atau Debitor, r——-=sa—c.. e e

----- Asli polis asuransi dan Perpaniangannya == ————m—.

dikemudian tari serta kuitansi pembavaran premi ——-

asuransi tersebut harus digerahkan untuk ==—=——wwc—.
disimpan oleh Penarima Fiduzia szegera setelal ——-—-—-

diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan ——-w--—wec
ATUransi tersebut. ———wsceeeeo
R e ) e v i e iy e e i Al Dasal 7 TR e il iy e . e e o 5 o s
o Umlqm hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor ———--.
tidak menjalankan atau memenuhi salah saty -=--—-—- ==
ketentuan dalam akta ini dan/atau salah saty --=———- ;
RKetentuan dalam Ferianiian Kredit, terutama' ~«-———w--
dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor lalai
sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti -
dengan lewatnva waktuy vang ditentukan, tanpa ——=——-
Untuk ity diverlukan lagi s@=2uaty surat teguran ---
Jury sita atau surat lain vang serupa dengan itu, -
maka atas kekum aannya sendiri FPenerima Fidusia —--

BOIMGK 1 s et e o e i e s i

oy

(e T Untuk meniual Obwek Jaminan Fidusia —======
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tersebut atas dasar titel eksekutorial: atau-
melalul pelelangan dimuka umum; atau melalui-
penjualan dibawah tangan yang dilakukan ——-—-—-
berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan-
Penerima Fidusia jika dengan cara demikian —-
diperoleh harga tertinggl vang menguntungkan-
parda pilhak 5 =
/j{%ﬁii;&ﬁa (ii). = untuk keperluan penjualan tersebut, ——————-
FPanerima Fidusia berhak menghadap dimana —--——-
parlu, membuat atau suruh membuat serta ——-—-—-

menandatangani semua surat, akta serta ———-—-—-

dokumen lain wvang diperlukan, menerima uang -
harga penjualan dan memberikan tanda —-—-—————-
penerimaan untuk itu, menyverahkan apa vang -—-
dijual itu kepada pembelinva, memperhitungkan
atau mengkompensir uang harga penjualan vang-
diterimanva itu dengan semua apa vang waiib -
dibavar oleh Debitor kepada Kreditor, akan --
tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia
untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika
masih ada kepada Pemberi Fidusia dengan tidak
ada kewaiiban bagi Fenerima Fidusia untuk ---
membavar bunga atau ganti kerugian berupa ---
apapun juga kepada Pemberi Fidusia dengan —---—
tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia ——-
untuk membavar bunga atau ganti kerugian ----
barupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia —--
atau Debitor mengenai sisa uang harga =--=——-
penjualan itu dan selanjutnya Penerima ——-———-

Fidusia juga berhak untuk melakukan segala --
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REELALL vang dipandang perlu dan berauna - - --

dalam rangka penijualan Obwvek Jaminan Fidusia-—
Cersaibut dengan tidak acda BEACLUOUN YANQ = e
(Z'.'I l ;'(I’E‘(_".Llu'ﬂ 1. I Ki_ll'l T e e e o v on: o i i ol i s i

== fApabila hasil penjualan dari Obvek Jaminan -—--—--
Fidusia tersebut tidak mencukup i unfuk melunasi ---
semua apa vang wajib dibavar oleh Debitor kepada --
Kreditor, maka Debitor tetap terikat membavar lunas
sisa uang yvang masih harus dibavar oleh Uebitor —--
kKepada Kreditor. o Al R v v e e R e
~~~~~~~~~~~~~~~~ SEEE=NPASE] 8. ey e s
-~ Dalam hal Penerima Fidusia mempargunakan —————e--
hak-hak vang diberikan Kepadanva seperti aiuraikan-
diatas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri ---
sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari ---
pada waktunya. menverahkan dalam keadaan —————w————-
terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek ---—-
Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau --—
teqguran pertama dari Penerima Fidusia dan dalam ---
hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan ity --
dalam waktu vang ditentukan dalam surat ~--—=——-—meo
pamberitahuan atauy Ceguran yang bersangkutan, —
maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata -—-—-—-
kKarena lewatnva waktuy vang ditentukan tanpa untuk -

itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran jury ----

sita atau surat lain yang serupa dengan itu, --=-—-
maka Penerima Fidusia atay Kuasanya yang sah —---—=
berhak, denaan memperhatikan peraturan =—-—————ee—e—.o

Perundang-undangan vang berlaku, untuk mengambi| --

atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari -—-—-
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tempat dimanapun Obvek Jarminarn Fidusia tersebut —--
berada, baik dari tanaan Pembari Fildusia maupun —-—-
dari tangan pihak ketiga wang menquasainya, —-eoc—-—-
dengan ketentuan. bahwa semus biava vang bertaiian-
dengan itu meniadi tanggungan dan harus dibavar —---
o, e .""E‘I'lll')(-?i' 1 Je i\'ﬁu.‘fmiﬂ. Mg, 17 T S S A e s e
: ! S R B s % YT e e it e W SR ST i Pasal 9. R o o - e ey s e et i i s s
= Pembebanan Jaminan Fidusia ini dilakukan oleh -

Femnberi Fidusia Kepada Fenerima Fidusia dengarn ----

sydarat-syarat vang memutuskan (onder de ont —---we—.w

bindendea voorwaarden) ., wakni sampai dengan Debitor-

g telah memenuhi /membayar lunas Bemua apa vang wajilb-—
dibayar oleh Debitor kepada Kreditor sebaﬁaimana -
dinvatakan dalam FOrJan) IEndmiit . e g i
YT T e DASaWIONEESR. f o T
= Femberi Fiduszia dendaan ini memberikan kuasa -——-
Kepada Fensrima Fidusia., vang menvatakan menerima -
kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan ——-——-
Fendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk ==-—-w-
Keperluan tersebyt menghadap dihadapan pajabat atauy
instansi wang baerwenang (termasuk Kantor —-————————_
Pendaf taran Fidusia), mamberikan keterangan, ----—-
manandatangani surat/formulir. mendaftarkan -—-———-
Jaminan Fidusia atas Dbyvek Jaminan Fidusia tersebut:
dengan melampirkan Pernvataan Pendaftaran Jaminan -
Fidusia, serta untuk MaNgajukan permohonan =—-——-—---

!

pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi ------
perubahan abas data vana Lercanbtum ddalam sertivikat
Jaminan Fidusia. selanjutnva menerima Sertipikat --

Jaminan Fidusia dan/atau pernyataan perubahan, ----
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serta dokumen-dokumen Lain vaicr bortalian untiyk -

Keper-luain 1ty h2mbavar semua bilava dan menerima ---

i

B I S e = O FTRY LG pembavia i ser a me anjutiya -
melakukan segala tindakarn VA per g dan oerquina -
Untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. —===—we-

oAKta ind merupakan banaalan vang terpenting dan-

tidak davat dipisabkan dar i e ianiian Kredit, ----

demikian pula kuasa vina diberikan dalam akta ini

merupakan oaaian yvaneg terpenting serta ticdak - «-——-
terpisahkan dari akta ini Lanpa adanva akta ini dan

Kuasa tersebut, niscava Perianiian Kredit akta ini-

: tirdak akan diterima dan dilangsungkan diantara para
pihak wvang bersangkutan. olah Karenanva akta ini --
tidak davat ditarik Kembali atau dibatalkan selama-~
berlakurva Ferijaniian Kredit tersebut dan kuasa —---
Lersebul tidak akan batal atau barakhir karena —-—--
sebab vang dapat mengakhiri pemberian sesuaty —-—-—-—-
Kuasa, termasuk sebal vang disebutkan dalam pasal -
L8135 . 1814 dawny (1816 Kitab Undang-Undang Hukum —--—-—
Fardata Indonesia. e e e e e e i

.

S R i e R v v e i e o e R A s pasal 11_ S s . i et W o o e s 0 e
== Penerima fidusia berhak dan dengan ini diberi --

Kuasa dengan hak Substitusi oleh Pemberi Fidusia --
untuk'm&lakukaﬁ parubabhan atau pPenvesuaian atas ——-—
ketentuan dalam akta ini. didalam hal perubahan ---
atau penvosuaian dalam rangaka memenuhi ketentuan —-
dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran ----
Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang ------
Tentana Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (seribu

sembilanratiys semi>ilanpu luk zembilan) tersebut. ~--
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e I pasal 12_ S G i e g g o 200 S s e e
- Segala perselisiban vang munakin cimbul diantara
Kedua belah pihak mengenai akta ini vang tidak ----
dapat diselesaikan diantara kedua belah vihak —=w--
sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih —==w—-
domisili hukum varg tetan dan seumumnva d; Kantor -
Panitera FPaenaadilan Mederi oi Jdember ERE
o Remiyliban domisili hukom Lorsebut di lakukar, —-- -
Aendmn ciclab metianr anai ok dar i Pererima Fiduysia
UnEuk manas iokan bantortan fokiom terhadap Pambori --
Firdusic berdasarkan Jamiman Ficdusiga atas Obwvelk «=-=-—
Jaminan Fidusia tersebut dibadapan pengadilan ==---
Lainnya datam Wilaval fepulsl ik lndunaaia-'yaitu g
et oo 1 an Me g i Yars memounval vuriadiksi
atas diri dar i Pemberi Fidusia atau atas Obvek -=--

Jaminan Fidusia tersebul. - seescccaoa e

"mmmmre PASAl 13, s e

) Blavae akta ini dan biava lainnya vang berkenaan -
dangan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan
ketentuan dalam akta ini meniadi tanggungan dan ---
haf S cdibavar oleh Pihak Fertama. demikian pula ---
blava pendattaran Fidusia di kantcr Pendaftaran ---

= -i C“.l' o i s QR PR A

ARta ink dizglesad kan 09.55 Wig (zembillan —--—-w
Lewat Limapn luh Lima men it waktu [ndonesia —««w-—m—-

SHUTERBALAL ) . ws oo s et T el

Fara penahadan dikenal oleh Bava., Notaris, «-wew
T s 4 o s 244 s WS e S .__DEMIKIAN QKTA .INI'“““""""‘""‘—"‘""""“'""‘"_-

Dibuat dan diselesaikan di Jember, pada hari dan

tanggal serta jam seperti tersebut diatas pada —----
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bagian awal akta ini dengan hadirnya para saksi - -

1. INDAH RISWARTINI, Sarjana Hukum, darn ; ~==—weeew

2' . HAMMAI- 5 S S T T it T i o i i s s ke i o e s s

keduanva pbegawai Kantor Notaris dan bertampat -—-—--

tinggal di T G o= o e o 0 S i S 5 a4 e e
== Setelah sava. Notaris membacakan akta ini kepada
para penghadap dan para saksi. maka dengan aégera =
akta ini ditandatanaani olel Rara peanghadap, para--

saksi dan saya. Notaris. -——-——w—ow-

= Oibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan -—--

dan tanpa gantian. —=ws—emeo—..

== Minuta akta ini telah ditandatangani dengan —----

BEMPLFN&E . — o s e

DIBERIKAN SEBAGAT SAL INAN YANG SAMA BUNYINYA.

v ShHE
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NOTARIS / PPAT

SITI LESTARININGSIH, S.H.

S.K. MENKEH R.I. NO. D-107. HT.03.01. TH. 1992 TGL. 11 MEI 1992

S.K. KEPALA BPN. NO. 63-XI. 1999. TGL. 24 JUL| 1993
Jl. Kalimantan No. 28 Telp. (0331) 334305, 330084 Fax. 333290

Nomor o ANOT SELS LY S 200

Lamp .

e | : Permohonan Pendaftaran
Jaminan Fidusia.

KEDEca Yhh.

REFL G KANTOR WL o
DEEFERTERMEN R E M2 T M
DN HAK ASAST MANUS A
FROPINS T JaWs T MU
s Kaviun 5157

Surabava

Dangan hormat.,
Ll'i‘lffJ.Jf I g ke i nEnGaIukan parmoionarn pencdattaran
Jaminan Fidusia, diseretai dokuman sebauaai berikut -

X Lo(satu) sal INGN EETE NOTARLS Panverahan Jaminan
secara Fldusia, Momor - 52 Langaal 26-11-2001

nama ~_.

* Lolsatu) FERMYOTOAN @& EMOSF TARAM  JarlMaN T Lusia,

X L oisatu) SURAT KUmsh .

A SUKTT PEMESY afi@i BE PICE LM M Gy [t L et oY A o
[PNER) Panma1+nr‘1 Jaminan Fildusia scesyai cdangan
Haraturan Pemeeintan Rebublik Indonesia nomor &Y
Talwnm 200,

REARS pertalian avak Lam Sampe han borima kasin.

Jemiver . 9 april 2007
LMD AR DB

P e il

y o g//‘—(k
.SITI LESTQ ININGSTIH <
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b 715 IO R VARG P G i, G NER!

Moo @ Eﬂﬂﬁﬂ?ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ!ﬁ
B[R H 147 L g T e (o W Al
e llf“ﬂ AT INE U (!-‘C‘ o] L..‘)
LB S NS R A R ey |

i AL AL : II_ N Yand cnomor 3
v 0 I T

Dencin i memberi kussa Kepaadda

N E I & COR T IS [ LESTQRININGSIH, oM.

Feker jaan GoROININ TS DAM PPAT DI JEMBER

Sl sk AR B O 0 I W T o
Lo Iy @ e

= Untuk dan atas nams Combori Kuasa untuk menqurus ---
dan mengajukan peemolionan Fendaf taran Fidusia di ——--=—-
nantor [

;daftarnn rﬁnhu;hlJWuwmjk 1 Eu melakukan ——--——-

seaals Sesuatu vaira ber bl e adenaan Pendaftaran ———=-—-
S [N YELCE ||14.‘|s. I3 L moviasned -ih:l i Undanae tndana:
O b A% Tarre By G Al 4 PR AL '|1J=':.". (TS R f"illl fl P ttEeme= s i
SR R T 0 T W PO (s S R T curs i Mrat-suralt dan -
Tanda Ler imanye - S - S e R e e

ﬁlhl"l ind dibuat doo s ok untuk mf‘llﬂmﬁarih ——————

,l||| i 1 i «Jf_{'.i e eSS T T 2 T JERSIEEE R e e et

TR I L e 7 O (o i o dhibsnat. denaan sebenarnva —-
MO PR ciaoan s cipese gonndt a2 | mana mestinva., ———-—- -

lember . 04 April 2002

= JEETOET LT Murasa, ffemlyer i Kuaga,
.

b'\',

! ,
h‘., 2\

,L_ﬁf PT. BANK rﬂv

nmu&L-___

et P A AN s Y e e

L R R G SR
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DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK. ASASI MANUSIA RI.
‘KANTOR WILAYAE JAWA TIMUR

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2000

NOMOR PFNDAFTARAN FIDUSIA :

Terima dari : A;/L-‘E/’C“a” %ﬁéﬁ—ﬂzc .
/Jf . éﬂﬂ/(' ¢ ’(/&"/’268?1 (/%'/‘ﬂ"ﬁ")
Ly kpdedebsrn - 9kt

BIAYA PENDAFTARAN JAMIMNAN FIDUSIA :

L. NILAT PENJAMINAN S/D 50.000.000,-
2. NILAT PENJAMINAN DIATAS Rp. 50.000.000,-

.............................................................

..... Rp. 25.000.-
----- ra)

..................................................... Rp. 10.000.-
BIAYA PENGGANTIAN SERTI FIKAT RUSAK / HILANG :
I. NILAI PENJAMINAN S/D 50.000.000, .........ooooveireimmceeeieroo Rp. 25.000.-
2. NILAI PENJAMINAN DIATAS Rp. $0.000.000, oo Rp. 50.000.-

Lampiran ~ Putih = Untuk Pemohon
Merah = Untuk Kasir
Biru = Unluk Berkas

Kuning = Untuk Arsip
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AIWTEMEN KEHAKIMAN D/.N HAK ASAST MANUSIA AU, STD
SARTKTORAT JENDERAICADMINISTIVAST PHUK UMY MR

PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN Fll)USlA

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAI R1. NOMOR.....86...... TAHTIN.....2000

|
PEMBERI FIDUSIA PENERIMA FIDUSIA
Nama Xty VNSNS SouEmNe Nama - Perperoan Terbatas ¥T.
Alamat - SR oy B Alamat BAUE MADLU (Persero)
Jambere borkodudukan di Jakarta,
Pekerjaan : Swasta Pekerjaan

Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan atang PEMBERTFIDUSTA sejumlah
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pasal 14

Kantor Pendaftaran Fidusia mene
Sertifikat Jaminan Tidusia pada t
pendaftaran.
Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat
catatan tentang hal-hal sebaga‘mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia
dalam Buku Daftar Fidusia.

rbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia
anggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan

Pasal 15

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
dicantumkan kata-kata “DEM]I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

Apabila debitor cidera Janji, Penerima Fidusia meinpunyai hak untuk menjual Benda yang
menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri,
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